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NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKS!

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PREZIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Ketja, perlu menetapkan Peratoran
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi;

1.

Pasal & ayat (2] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 601 8);

Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambszhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . ..



Menetapkan
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4.  Peraturan Pemcrintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 6494);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturat Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembairan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6494} diubah sebagai bertkut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan;

1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk
mewujudkan, memelihara, menghancurkan
bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya
menyaiu dengan tanah atau tempat
kedudukannya menyaiu dengan tanah.

2.  Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil
Jasa Konstrulesi,

3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi
konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi,

4. Konsultansi . . .
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Konsultansi  Konstruksi  adalah  layanan
keseluruhan atau sebagian Lkegiatan yang
meliputi pengkajian, perencanaarn, perancangat,
pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan
konstriksi suatu bangunan.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pekerjaan  Konstruksi  Terintegrasi  adalah
gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa
Konsultansi Konstruksi.

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi
pekerjaan vang menggunakan layanan Jasa
Konstruksi.

Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa
Konstruksi.

Bubpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa
Konstruksi kepada Penyedia Jasa.

Penvelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah
upaya pengelolaan rangkaian kegiatan unok
mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh,
andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan
berkelanjutan.

Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah
organisasl berbadan hukum yang mewadahi
Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang sclanjutnya
cdisebut  Asosiasi  Profesi adalah organisasi
dan/atau himpunan individu profesional dalam
suatu bidang keilmuan tertentu di bidang .Jasa
Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung
jawal atas pembinaan dan pengembangan profesi
terscbut.

13. Asosiasi . . .
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Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi yang
selanjutnya disebut Asosiasi Terkait Rantai Pasok
adalah  organisasi berbadan hukum vyang
mewadahi usaha terkait material Konsiruksi,
peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan
sumber daya manusia.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanarn,
keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi,
dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata
lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan
hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstiruksi.

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir
hasil Jasa Konstruksi.

Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti
pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi
atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi
termasuk hasil penyetaraan kemampuan Badan
Usaha Jasa Konstruksi asing.

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses
pemberian  sertifikat kompetensi melalui  wji
kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
kerja nasional Indonesia, standar internasional,
dan/atau standar khusus,

Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti
pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi
adalah pcrizinan yang diberikan kepada usaha
orang persecrangan atau badan usabha untuk
menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

20. Perizinan . . .
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Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik atau Online Single Submission yang
selanjutnya disingkat 0SS adalah Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga 0SS
untuk dan alas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atan bupati/wali kota kepada Pelaku
Usaha melalui sistemn elektronik yang terintegrasi.

Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha
Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan
Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang
keilmuan, dan keahlian terkait.

Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha
Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha
dan  kelompok tenaga kerja  berdasarkan
kompetensi kerja.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk
pengakuan formal untuk menentukan kelayakan
asosiasi.

Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha,
tindakan, dan kegiatan vang dilakukan dalam
rangka menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk
mencapal ujuan penyelenggaraan Jasa
Konstrulsi.

Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari
masyarakat yang mempunyai  Kepentingan
dan/atan kegiatan yang berhubungan dengan
Jasa Konstruksi.

Bistem Informasi Jasa Konstruksi adalah
penyclenggaraan penyediaan data dan informasi
Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi
informasi dan telekomunikasi.

27. Lisensi . . .
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Lisensi adalah izin yang diberikan untuk
menyelenggarakan  proses  sertifikasi  Jasa
Konsiruksi.

Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi
adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil
produksi dan distribusi material, peralatan,
teknologi, dan Tenaga Kerja Konstruksi dari hulu
hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan Jasa Konstruksi,

Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan
pekerfaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa
Konstruksi.

Tender adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan penyedia Pekerjaan Konstruksi,

Seleksi  adalah metode pemilihan  untuk
mendapatkan  Penyedia Jasa  Konsultansi
Konstruksi.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa
dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang
bertindak sebagai penasihat,

Konsiliasi adalah upaya penyelesaian senglketa
dengan mengikutsertaan pihak ketiga (konsiliator)
yvang melakukan inlervensi secara alktif.

Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang
dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak,
sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi
untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

Penilai Ahli adalah orang persecrangan,
kelompok, atau lembaga vang diberikan
kewenangan untuk melakikan penilaian dalam
hal terjadi kegagalan bangunan.

36. Permnerintah . . .



SK No 084436 A

36.

37,

38.

39.

40,

41.

0

PRESIDEN
REPUSLIK INMOONESIA

-7 -

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia vang IMEemegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpint pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang
memiltki keterampilan atau pengetahuan dan
pengalaman dalam melaksanakan Pekerfaan
Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi.

Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan
keteknikan  untuk  mendukung  Pekerjaan
Konstruksi dalam mewigjudkan pemenuhan
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan
Keberlanjutan vang menjamin  keselamatan
keteknikan  Konstruksi, keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja, kesclamatan publik, dan
kesclamatan lingkungan.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang
selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari
sistem manajcmen  pelaksanaan  Pekerjaan
Konstruksi untuk menjamin terwujudnya
Kesclamatan Konstruksi.

Unit Kesclamatan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan SMKEK dalam Pekerjaan
Konstruksi.

42, Rancangan . . .
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Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen
telash tentang Keselamatan Konsiruksi yang
disusun pada tahap pengkajian, perencanaan,
dan/atau perancangar.

Rencana Keselamatan Konstrulksi yang
selanjuinya disingkat RKK adalah dokumen
telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang
memuat elemen SMKK yvang merupakan satu
kesatuan dengan dokumen kontrak.

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi vyang
selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen
telagh tentang Keselamatan Konstruksi vang
memuat uraian metode pekerjaan, rencana
inspeksi dan pengujian, serta pengendalian
subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan
satu kesatuan dengan dokumen kontrak,

Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
RKPPL.  adalah  dokumen telaah tentang
Keselamatan Konsiruksi vang memuat rona
lingkungan, pengelolaan dan pemantauan
lingkungan yang meripakan pelaporan
pelaksatiaan  pengelolaan  dan  pemantauan
lingkungan.

Rencana Manajemen Lalu Lintas Pckerjaan yang
selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen
telaah tentang Keselamatan Xonstruksi yang
memuat  analisis, kegiatan, dan koordinasi
mangdjemen laln lintas.

Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko
Konstruksi yang memenuhi ! (satu) atau lebih
kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai
kontrak, jumlah tcnaga kerja, jenis alat berat yang
dipergunakan, dan tingkatan penerapan teknologt
vang digunakan.

48, Penilaian . . .
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Penilaian Ristko Keselamatan Konstruksi adalah
perhitungan  besaran potensi  berdasarkan
kemungkinan adanya kejadian yang berdampak
terhadap kerugian atas Konstruksi, jiwa manusia,
keselamatan publik, dan lingkungan yvang dapat
timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada
Pekerjaan Konstruksi dengan memperhitungkan
nilai kekerapan dan nilai keparahan vyang
ditimbulkan,

Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian
akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi
karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan,
Kesclamatan, Keschatan, dan Keberlanjutan,
yvang mengakibatkan kehilangan harta benda,
waktu kerja, kematian, cacat iletap, dan/alau
kerusakan linglungan.

Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan
Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan
evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan
Keselamatan Konstruksi Yang meliputi
pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan
rekomendasi perbaikan penerapan Keselamatan
Konstruksi.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang
selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga
nonstruktural yang menyelenggarakan scbagian
kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomeor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

52. Lembaga . . .
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Lembaga Sertifikasi Prolesi yang sclanjutnya
disingkat LSP adalah lembaga vang
melaksanakan  keglatan  sertifikasi  profesi,
dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atan
lembaga pendidikan dan pelatihan Konstruksi
yang memcenuhi svarat, dan dilisensi sesuai
dengan  ketentuan  peraluran  perundang-
undangan, sctelah mendapat rckomendasi dari
Menteri.

Lembaga  Seriifikasi  Badan Usaha Jasa
Konstruksi yang selanjutnya disingkal LSBU
adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan
sertilikasi badan usaha yang dibentuk oleh
Asosiasi  Badan Usaha Jasa Konstruksi
terakreditasi dan dilisensi oleh LEJK.

Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelakn
usaha yang menyediakan layanan usaha
manajemen Konstruksi berdasarkan kontrak.

Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya discbut
Kontrak adalah kescluruhan dokumen Komtrak
yang mengatur hubungan  hukum  antara
Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam
penyelenggaraan Jasa Konslrulesi.

Kerja Sama Operasi yang selanjutnyva disingkat
K50 adalah kerja sama usaha antar pelaku usaha
yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewgjiban, dan tanggung jawab vang jelas
berdasarkan perjanjian terlulis.

Konstruksi  Berkelanjutan  adalah  sebuah
pendekatan dalam  melaksanakan rangkaian
kegiatan wyang diperlukan untuk menciptakan
suatu  fasilitas fistk yang memenuhi tujuan
ekonomi, sosial, dan hingkungan pada saat ini dan
pada masa yang akan datang.

S8, Hari . ..
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Hari adalah hari kerja sesual dengan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umurm
dan perumahan rakyat,

Ketentuan Pasal & diubah sehingga berbunyi sché.gai
berilqut:

(1)

Pasal 6

Penyelenggaraan sebagian kewenangan
Pemerintah  Pusat yang mengikiitsertakan
Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a. Akreditasi bagi Ascsiasi Badan Usaha dan
Asosiasi  Terkait Rantai Pasck Jasa
Konstruksi;

b.  Akreditasi bagi Asocsiasi Profesi dan
pemberian rekomendasi Lisensi bagi L3P;

c. pencatatan Penilai Ahli melalui  Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;

«. menetapkan Penilai Ahll wvang terdaftar
dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan,;

€. penyetaraan lenaga kerja asing;

membentuk LSP atau panitia teknis uji
kompetensi untuk melaksanakan tugas
Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum
dapat dilakukan L8P yang dibentuk Asosiasi
Profesi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;

Lisensi LSBLU;

h. pencatatan Badan Usaha Jasa Konstruksi
melalni Sistemn Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi;

7

1.  pencatatan tenaga kerja melalui Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;

j. pencatatan . . .
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j-  pencatatan pengalaman badan  usaha

melalul Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi;

k. pencatatan pengalaman prolesional Tenaga

Kerja Konstruksi melalui Sistem Informasi
Jazsa Konstruksi terintegrasi;

L. pencatatan LSP yang dibentuk Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan kerja d1 bidang
Konstruksi dan Asosiasi Profes] terakreditasi .
melalui Sislem Informasi Jasa Konstruksi
tcrintegrasi; dan

m, pencatatan L3BU yang dibeniitk Asosiasi
Badan Usaha terakreditasi melalui Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Penvelenggaraan scbagian kewenangan
Pemerintah  Pusat  yang mengikutsertakan
Masyarakat Jasa Konstruksi scbagaimana
dimalrsud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 {saty)
lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini. '

Lembaga secbagaimana dimakﬂud pada ayat (2]
yaitu LPJK. :

LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
merupakan lembaga nonstrukiural yang berada di
bawah dan bertangging jawab kepada Menteri,

Susunan organisasi LRJK sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri atas:

a. pengurus; dan
b. sekretariat.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagian
kewenangan  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1}, LRJK melaksanakan tugas:

a. pencatatan pengalaman;
b,  Akreditasi;

C. penctaparn . . .
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penetapan Penilai Ahli;
pembentukan LSP;
pemberian Lisensi;

penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi; dan

O S

tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

(7) Layanan akreditasi, lisensi, dan registrasi badan

) usaha Jasa Konstruksi nasional dan Tenaga Kerja
Konstruksi nasional dibjayai dari keuangan
negara.

(8)  Menteri dapat membenituk dewan pengawas yang
bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap
LPJK.

(9)  Pengurus dan sekretariat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5} mendapatkan hak keuangan dan
fasilitas.

(10) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berkedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesia.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 24 (dua pulizh
empat) pasal, yakni Pasal 6A sampai dengan Pasal 6X
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5} huruf a dapat divsulkan dari:

a. Asoslasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
terakreditasi;

b.  Asosiasi Profesi yang terakreditasi;

c. institusi Pengguna Jasa Konstruksi vang
memenuhi kriteria;

d.  perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi
kriteria; dan

e. Asasiast | | .

SK No 084442 A
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Asosiasi  Terkait Rantai Pasok yang
terakreditasi.

Persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a.
b.

C.

warga negara Indonesia;
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

sehat jasmani dan rohani;

bersedia ditempatkan di Ibuketa Negara
Republik Indonesis;

lolos uji kelayakan dan kepatutan yang
diselenggarakan melalui seleksi;

tidak menjadi pengurus atau anggota partaj
politik;

tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi
sclama menjabat sebagai pengurus LPJK;

berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima)
tahun pada saat pendaftaran bagi calon
pengurus berstatus aparatur sipil negara
dari institust pengguna Jasa Konstruksi yang
berasal dari Pemerintah Pusat;

berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima)
tahun pada saat pendaftaran bagi calon
pengurus dari  institusi pengguna Jasa
Konstruksi yang berasal dari swasta;

calon pengurus dari institusi Pengguna Jasa
Konstruksi yang berasal dari Pemerintah
Pusat tidak merangkap jabatan setelah
penctapan Menterd;

belum pernah menjabat kepengurusan LPJK
dalam 2 {dua) periode baik secara berturut-
turut maupun tidak berturut-turut;

m. calon . ..
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m. calon pengurus dari Asosiasi Badan Usaha
dan Asosiasi Profesi memiliki pengalaman
kerja terkait Jasa Konstruksi paling sedikit
10 (sepuluh) tahun dan berpengalaman
menjadi pengurus asosiasi paling sedikit
3 (tiga) tahun;

n. calon pengurus dari institusi Pengguna Jasa
Konstruksi memiliki pengalaman terkait Jasa
Konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
dan

o. calon pengurus dari perguruan tingg
dan/atau pakar memiliki pengalaman terkait
dengan Konstruksi paling sedikit
10 {sepuluh) tahun.

Institusi Pengguna Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf ¢ terdiri atas:

a. Pemerintah Pusat; dan
b. swasta,

Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan,

Menteri mengusulkan calon pengurus yang telah
lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia sebanyvak 2 (dua) kali
jumlah pengurus yang akan ditetapkan oleh
Menteri.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
bersama Menteri memilih paling banyak 7 (tujuh)
calon pengurus,

Pemilihan pengurus dilaksanakan sebelum
berakhirnya masa kepengurusan LPJK periode
sebelumnya.

Menteri  menctapkan susunan pehgurus
berdasarkan  hasil pemilihan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (6).

Pasal 6B . . .
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Pasal 6B

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) hurnaf a terdiri atas:

a. ketua; dan
b. anggota,

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurif a merangkap sebagai anggota.

Pengurus sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berjumlah gasal dan paling banyak 7 (tujuh)
orang.

Masa jabatan pengurus sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun.

Pasal 6C

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (1)
huraf a mempunyai tugas:

a.

b.

ri

memimpin  pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8); .

menetapkan tata cara pelaksanaan tugas dan
fungsi LPJK;

mengoeordinasikan para anggota dalam
melaksanaltan tugas dan fungsinya;

menctapkan program kerja;

menetapkan rencana kerja dan anggaran belanja
tahunan;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara
berkala kepada Menteri:

melakukan pengawasan kinerja internal; dan

melakukan  koordinasi dengan  pemangku
kepentingan terkait pelaksanaan tugas LPJK.

Pasal 6D . ..
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Pasal 60

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B
ayat {1} huruf b mempunyai tugas:

a.

(1)

(3)

membantu ketua dalam melaksanakan tugas
LPJK serta menyusun laporan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

melakukan  koordinasi dan mengendalikan
pelaksanaan kebijakan wyang ditetapkan oleh
Menteri;

menylapkan program kerja;

menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja
tahunan;

menggantikan tugas ketua dalam hal ketua
berhalangan melaksanakan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh ketua;

memberikan saran dan pertimbangan dalam
perumusan rancangan kcbijakan kepada ketua;
dan

memberikan saran dan pertimbangan dalam
penyusunan rencana dan program kerja serta
laporan kegiatan.

Pasal 6E

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal BA
ayat [2) huruf f dilaltukan oleh panitia seleksi.

Panitia selcksi scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) terdirl atas:

a. pengarah;

b. kelompok . . .
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b.  kelompok kerja penilai pengurus; dan
c.  sekretariat.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tugas paling sedikit meliputi:

a. menetapkan daftar calon peserta uji
kelayakan dan kepatutan yang memenuhi
syarat;

b, menyelenggarakan wji kelayakan dan
kepatutan, termasuk menetapkan
kelembagaan psikologt untuk melaksanakan
asesmen psikologi;

c. menctapkan hasil wji kelayakan dan
kepatutan; dan

d.  mengusulkan peserta yang Iulus uiji
kelayakan dan kepatutan berdasarkan
kemampuan dan kapasitas tertinggi kepada
Menteri sebanyak 2 (dua) kali lipat dari
jumlah pengurus yang harus ditetapkan
Menteri.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 6F

Uil  kelayakan dan kepatutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6A ayat {4) paling sedikit
dilakukan melalui:

a. secleksi administrasi;
b. asesmen psikologi; dan
C. ascsmen substansi.

Prosedur rinci wji kelayakan dan kepatutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang
dalam prosedur operasional standar yang dibuat
oleh kelompok kerja penilai pengurus.

Pasal 6 . ..
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Pasal aG

Menteri menetapkan dan mengangkat ketua dan
anggota pengurus LPJK bhasil pemilihan antara Diewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama
Menteri.

Pasal 6H

Keanggotaan pengurus berhenti dan/atau
diberhentikan jika:

a. meninggal dunia;

b.  mengundurkan diri atas permintaan sendiri
dengan persetujuan Menteri;

berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;
d. tidak cakap jasmani atau rchani;

¢.  tidak menjalankan tugas sebagai pengurus LPJK
schagaimana dimaksud dalam Pasal 6C dan
Pasal 6D tanpa alasan yang sah;

. melakukan perbuatan atau sikap vang merugikan
LPJK;

g  melakukan  tindakan atau  sikap yang
bertentangan dengan kepentingan negara;
dan/atau

h. melakukan tindak pidana kejahatan yang telah
mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.

Pasal 61

(1) Pengurus yang mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6H huraf b harus
mengajukan permchonan pengunduran diri
sccara tertulis kepada Menteri disertai dengan
alasan,

{Z2) Menteri . .,
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Menteri memberikan persetujuan pemberhentian
pengurus setelah mendapatkan rekomendasi dari
dewan pengawas.

Pasal 6J

Dalam hal terdapat pengurus berhenti atau
diberhentikan sebelum masa tugas kepengurusan
selesai  dilakukan  pergantian  antarwalou
penguarus LPJK.

Perganiian antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} hanya dapat dilakukan dalam hal
calon pengurus sudah mengikuti uji kelayakan
dan kepafutan sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 6F ayat (1).

Calon pengurus yang sudah loles uji kelayakan
dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri sebagai pengurus
LPJK.

Pasal 6K

Bekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat [5) huruf b memiliki tugas untuk mendukung
pelaksanaan tugas LPJK.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada a}raf (1)
memberikan dukungan administratif dan teknis
operasional kepada LPJK.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dipimpin oleh sekretaris,

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dijabat secara ex-officio oleh sekretaris direktorat
jenderal yang bertanggung jawab di bidang Jasa
Konstruksi pada kementerian vang
menyelenggarakan wrusan pemerintahan  di
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal &L .
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Pasal &L

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 6K ayat (1}, sekretariat menyelenggarakan
fungsi:

a.
b,

(1)

(2}

(3)

pemberian dukungan administratif kepada LPJK;

pemberian dukungan teknis operasional kepada
LPJK:

pengeclolaan urusan tata usaha, rumah tangga,
administrasi keuangan, dan  administrasi
kepegawaian,;

pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan
informasi, serta penyusunan laporan kegiatan
sekretaniat LPJK; dan

penyusunan analisis jabatan dan beban kerja
LPJK.

Pasal 6M

Sekretariat sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 6K ayat (1) terdiri atas:

a. bagian administrasi; dan
b.  kelompok jabatan fungsicnal.

Bagian administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] huruf a mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan administrasi umum, pengelolaan data
dan informasi, serta pemberian dukungan
administratif bidang Lisensi, Akreditasi, dan
pencatatan pengalaman.

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), bagian administrasi
menyelcnggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan lata usaha, rumah
tangga, administrasi keuangan, dan
administrasi kepegawaian;

b. pengurnpulan, . . .
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b, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian
data;

c.  informasi serta penyusunan laporan kegiatan
selretariat LPJK; dan

d. pelaksanaan pemberian dukungan
administratif dan teknis operasional bidang
Lisensi, Akreditasi, dan pencatatan
pengalaman,.

Bagian administrasi dipi:mpin cleh kepala bagian.

Kelompok jabatan [ungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas
memberikan  pelayanan  fungsional dalam
pelaksanaan dukungan tcknis operasional sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 6N

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6M ayat (2) ditetapkan koordinator
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi LPJK,

Koordinator  kelompok  jabatan  fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan
pelayanan fungsional sesnai dengan bidang tugas
masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas
koordinator  kelompok  jabatan  fungsional
ditetapkan oleh Menteri,

Pasal 60 . . .
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Pasal 60D

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6M ayat {1) huruf b terdiri
atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jumlah kelompok jahatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
sesual dengan kebutuhan berdasarkan analisis
jabatan dan beban kerja.

Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

FPasal 6P

Kepala bagian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal OM ayat (4) merupakan jabatan
administrator atau jabatan struktural eselon Jila.

Kepala bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pejabat pada kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60)

Pengawasan terhadap LPJK dilakukan aleh
Menteri melalui dewan pengawas.

Dewan pengawas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Dewan pengawas scbagaimana dimaksud pada
ayal (1) terdiri atas:

a. ketua . . .
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a. ketua: dan

b. anggota.

Jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] berjumlah gasal.

Komposisi  keanggotaan  dewan  pengawas
schagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas
unsur pemerintah dan/atau nonpemerintah yang
menangani bidang Jasa Konstruksi.

Masa jabatan dewan pengawas selama 4 (empat)
tahumn.
Pasal 6R

Dewan pengawas dapat mengajukan permohonan
pengunduran diri secara tertulis kepada Menteri.

Menteri dapat rmenyetujui atau menolak
permohonan pengunduran diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal permohonan pengunduran diri
disetujui, Menteri melakukan penggantian dewan
pengawas.

Pasal 68

Pengurus dan sekretariat LPJK harus mematizhi
nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.

Nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri.

Pasal 6T

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas dan kewenangan LPJK bersumber dari:

4. anggaran pendapatan dan belanja negara;
dan/atau

b. sumber lain yang sah sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya . . .
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Bilaya wvang diperoleh dari masyarakat atas
layanan yang dilakukan LPJK merupakan
penerimaan negara bukan pajak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6U

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan
fasilitas LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (9) diatur dengan Peraluran Presiden.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6V

Setiap badan usaha Jasa Konstrukst harus
melakukan pencatatan pengalaman badan usaha
kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & ayat (1) huruf j.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui LPJEK,

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengeunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi.

Pencatatan pengalaman badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. nama paket pekerjaan;
b. nama Pengguna Jasa;

c. nama dan porsi pembagian modal bila
melakukan K50,

d. durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan,;
¢. nilai pekerjaan;

[.  berita acara serah terima pekerjaan; dan
o kinerja Penyedia Jasa tahunan.

Pasal 6W . ..
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Pasal /W

Setiap Tenaga Kerja Konstruksi harus melakukan
pencatatan pengalaman profesional Tenaga Kerja
Konstruksi kepada Pemerintah . Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf k.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilalukan melalui LPJK,

Pencalatan sebagaimana dimaksud pada ayat [2}
menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi.

Pengalaman profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Jjenis layanan profesional vang diberikan;

b. nilai Pckerjaan Konstruksi vang terkait
dengan hasil layanan profesional;

¢. durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan;
dan

d. nama Pengguna Jasa.

Pasal 6X

LPJK akan melakukan uji petik verifikasi dan
validasi terhadap pengalaman badan wusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6V dan
pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6W yang
telah tercatat dalam Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi.

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditemukan
data yang disampaikan oleh badan usaha Jasa
Konstruksi atau Tenaga Kerja Konstruksi terbukti
tidak benar, badan usaha atau Tenaga Kerja
Konstruksi akan dikenakan sanksi sesnai
peraturan perundang-undangar.

4. Ketentuan . .
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Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal &

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada
sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi
penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi
dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi cakupan daerah provinsi
dilaksanakan sesuai dengan norma, standar,
proscdur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melitbatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

(1]

Pasal 9

Kewchangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi:

a.  penyelenggaran pelatihan tenaga terampil

Konstruksi;

b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi cakupan daerah
kabupaten/kota;

c.  penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa
Konstruksi nasional Kualifikasi kecil,
menengah, dan besar; dan

d. pengawasan tertib usaha, tertib
penyclenggaraan, dan tertib pemanfaatan
Jasa Konstruksi, :

dilaksanakan sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan aleh
Pemerintal Pusat.

{2) Pemerintah . . .



SK No 084457 A

FRESIDEM
REPUBLIE INMNGNESIA

- 28 -

(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam
melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dapat melibatkan
Masyarakat Jasa Konstruksi.

(3} Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan di  bidang
perizinan berusaha berbasis risiko.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11
{1}  Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha:
dan

b. bentuk dan Kualifikasi usaha.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12

(1) Jenis usaha Jasa Konsiruksi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat {1} hurf a
meliputi:

a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

(2] Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat
mengambil  jenis  usaha Jasa  Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c.

{3) Jenis . . .
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(3] Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b tidak dapat
mengambil  jenis usaha Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf c.

(4) Jenis wusaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat mengambil
Jenis usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

8.  Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah schingga berbunyi

sebagail berikut: -

Pasal 20

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi
dan kriteria subklasifikasi diatur dalam peraturan
perundang-undangan di  bidang perizinan
berusaha berbasis risiko, -

{2] Ketentuan mengenai:

a. Klasifikasi dan  subklasifikasi usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) dan Pasal 18 ayat (2} huruf a yang terkait
ketenagalistrikan;

b.  Kualiikasi usaha, vang terkait
ketenagalistrikan;

c.  sertifikasi badan usaha yang terkait
ketenagalistrikan; dan

d.  Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja
instalasi tenaga listrilk,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

9. Ketoetuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22 . . .
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Pasal 22

Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang
bersifat wmum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pengkajian;
perencanaan;
perancangan;

pengawasan; dan fatau

T P oo

manajemen penyelenggaraan Konstruksi.

Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang
bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2] ayat (2} huruf b meliputi:

a.  survel;
b.  pengujian teknis; dan/atau
¢.  analisis.

Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang
bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. pembanpgunan;

b.  pemeliharaan;

¢. pembongkaran; dan/fatau
d. pembangunan kembali.

Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi vang
bersifat spesialis schagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi peketjaan bagian
tertentu dari bangunan Konstruksi atau bentuk
listk lainnya.

Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2}
huruf e meliputi:

a. rancang dan bangun; dan
b.  perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan,

(6} Penyedia . . .



SK No 084460 A

10.

(6)

(7)

FRESIDEMN
REPUBLIK IMDORNESIA

-321 -

Penyvedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi
spesialis pada:

a. Klasifikasi Konstruksi khusus dan/atau
Konstruksi prapabrikasi harus melakukan
K50, dan

b. Klasifikasi selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a harus dikerjakan cleh
Subpenyedia Jasa spesialis.

Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis wajib
dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha
spesialis.

Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat)
pasal, yakni Pasal 26A sampai dengan Pasal 26D
schingga berbunyi sebagai berikout:

(1)

(2)

(3)

Pasal 26A

Sumber daya material dan peralatan Konstruksi
vang digunakan dalam Pekerjaan KXonstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2)
huruf a dan huruf b harus telah iulus uji dan
mengoptimalkan penggunaan produk dalam
NEEETrl.

Sumber daya material dan peralatan Konsiruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pencatatan menggunakan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi.

Pencatatan sumber daya material dan peralatan
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
bertujuan untul:

a. menylapkan pangkalan data sumber daya
material dan peralatan Konstritksi;

b.  meminimalkan ketidakpastian informasi
terkait ketersediaan sumber dava material
dan peralatan Konstruksi sesual dengan
Standar Nasicnal Indonesia;

C. memjamin . . .
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¢. menjamin terselenggaranya pembangunan
infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktuy,
dan tepat biaya; dan

d. mendukung pemenuhan Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
Pasal 268

Tahapan pencatatan sumber daya material
Konstruksi  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26A ayvat (2) meliputi:

a. permohonan pembuatan akun;

pengisian  data dan  informasi seria
pengunggahan dokumen pencatatan;

verifikasi dan validasi;

d. penerbitan dan penetapan nomor
pencatatan; dan

e. publikasi dan pengarsipan data dan
informasi.

Permchonan pembuatan akun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh
produsen material Konstruksi secara elektronik
pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi,

Pengisian data dan informasi serta pengunggahan
dokumen pencatatan sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) huruf b, antara lain:

a. lidentitas produsen;
b. jeris dan spesifikasi;
c. kapasitas produksi;
d. sertifikat . . .
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d. sertiikat kesesuaian terhadap Standar

Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh
lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang
standardizasi dan penilalan kesesuaian; dan

e.  sertifikar tingkat komponen dalam negeri

yvang diterbitkan c¢leh menteri yang
menyelenggaralkkan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian.

Dalam hal pencatatan sumber daya material
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d belum terdapat Standar Nasional
Indonesia, sertifikat kesesuaian dapat mengacu
pada regulasi dan/atau standar lain.

Pasal 26C

Tahapan pencatatan sumber daya peralafan
Konsiruks: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26A ayar (2) meliputi:

a. permcohonan pembuatan akun;

b. pengisian data dan informasi  serta
pengunggahan dokumen pencatatan;

¢,  penertatan dan penetapan nomeor dan tanda
pencatatan,

d. publikasi dan pengarsipan data dan
imnformasi.

Permohonan pembuatan akun sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a dilakukan cleh
pemilik sumber daya peralatan Konstruksi secara
elektronik pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi
lerintegrasi. '

Pemihk sumber daya peralatan Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) meliputi:

a. kementerian/lembaga/instansi;
b. badan usaha; dan
C. PeTrGrargan.

4) Pengisian . . .
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Pengisian data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. identitas pemilik;

b merek;

¢, tipe/model;

d. nomor pengenal berupa nomor mesin, Homor
rangka, nomor seri, atau nomor pengenal
lainnya; dan

e, kapasitas.

Pengunggahan dokumen pencatatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
antara lain:

a. bukti kepemilikan berupa:

faktur penjualan/ invoice;

bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
perjanjian jual beli;

perjanjian sewa beli;

surat hibah; atau

bukti kepermilikan lain yang diterbitkan

oleh instansi/lembaga yang berwenang;
dan

S

b.  surat keterangan memenuhi  syarat
keselamatan dan kesehalan kerja
diterbitkann  oleh pimpinan unit yang
membidangl pengawasan norma keselamatan
dan kesehatan Lkerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Jenis sumber daya peralatan Konstruksi yang
dicatatkan meliputi:

&. pesawat angkat;

b. pcsawat angkut;

c. pesawat tenaga dan produksi; dan

d. pesawat atau peralatan Konstruksi lainnya.

Nomor pencatatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ berupa kombinasi dan kodifikasi
jenis sumber daya peralatan Konstruksi lain dan
nomor pengenal sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang merupakan Dbagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(#) Tanda . . .
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Tanda pencatatan schagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf ¢ berupa kode respon cepat {quick
response code/ QR code)

Pasal 26D

Ketentuan lebih lanjut mengenail pencatatan sumber
daya material Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 268 dan pencatatan sumber daya
peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26C diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1}

(2)

(3)

(4}

(3)

Pasal 28

Sumber daya manusia sebagairmnana dimaksud
dalam Pasal 25 ayvat (2) huruf d, harus
mempekerfakan Tenaga Kerja Konstruksi yang
memenuhi standar kompetensi kerja.

Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas Kualifikasi jabatan:

a. operator; .
b.  teknisi atau analis; dan
¢, ahli.

Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi yang telah dicatat melalui
Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
scbagaimana dimaksud pada avat (3) sesuat
Klasifikasi, subklasifikasi, dan Kualifikasi
Jabatan.

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi vang
diterbitkan LSP yang diberi Lisensi oleh lembaga
independen  yang diatur  dengan peraturan
perundang-undangan bidang keprofesian diakui
sebagail Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruaksi,

12, M antara . . .
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12. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 11 (sebelas)
pasal, yvakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28K
schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 284

Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

(3}

(4)

(3)

Pasal 288

Persyaratan kompetensi untuk Tenaga Kerja
Konstruiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) terdiri atas:

a. persyaratan umim; dan
b. persyaratan khusus.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a mengacu pada deskripsi setiap
jenjang Kualifilkasi pada kerangka Kualifikasi
nasional Indonesia sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Persvaratan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) buruf b terdiri atas:

a. persyaratan pendidikan; dan
b. persyaratan pengalaman.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam skema sertifilkasi.

Persyaratan pcngalaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b merupakan pengalaman
profesional untuk tenaga kerja Kualifikasi ahli
dan pengalaman kerja untuk tenaga kerja
Kualifikasi teknisi atau analis dan operator.

Pasal 28C . ..
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Pasal 280C

(1} Penetapan Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
berdasarkan bidang keilmuan vang terkait Jasa
Konstruksi.

(2} Klasifikasi Tenaga Kerja Konsiruksi pada
Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis,
dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayatl (2) meliputi:

a arsitektur;

b.  sipi

¢.  mekanikal;

d. tata lingkungan;

e, arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain
interior;

f. perencanaan wilayah dan kota;
g. sains dan rekayasa teknik; atau

managjemern pelaksanaan.

Pasal 28D

Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3] terbagi
untuk setiap Tenaga Keria Konstruksi sebagai berikut:

a. Kualifikasi operator:

1. paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi pada 3 (tiga) Klasifikasi yang
berbeda; dan

2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf
a angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 5
{lima) subklasifikasi dalam 3 (tiga} Klasiflikasi
vang berbeda.

Br. Kualifikasi . . .

SK No 084466 A
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Kualifikasi teknisi atau analis:

1. paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi pada 2 {dua) Klasifikasi yang
berbeda; dan

2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf
b angka 1 hanya beleh paling banyak untuk 5
(lima] subklasifikasi dalam 2 {dua) Klasifikasi
vatig berbeda.

Kualifikasi ahli:

I. paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang
salah  satu  Klasilikasinya  merupakan
manajemen pelaksanaan;

2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf
c angka 1 hanya boleh paling banyak untuk
3 (tiga] sub Klasifikasi dalam 1 (satu)
Klasifikasi yang sama; dan

3. Klasifikasi manajemen pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ angka 1 hanya boleh
paling banyak untuk 2 (dua) subklasifikasi
dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.

Pasal 28E

Pemberi kerja Tenaga Kerja Konstruksi asing
wajib memuliki rencana penggunaan tenaga kerja
asing sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

Tenaga Kerja Konstruksi asing yang dapat
melakukan layanan Jasa Konstruksi hanya
terbuka pada Kualifikasi ahli dengan jabatan
tertentu yang dapat diduduki sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan terkait
ketenagakerjaan.

Tenaga Kerja Konstruksi asing sebelum
mnelakukan layanan Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
melaksanakan pencatatan kepada Menteri,

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan setelah Tenaga Kerja Konstruksi asing
melalui mekanisme penyetaraan kompetensi.

(D} Tenaga . . .
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Tenaga Kerja Konstruksi asing pada jabatan
Kualifikasi ahli wajib melaksanakan alib
pengetahuan dan alih teknologi. kepada tenaga
kerja pendamping sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 28F

Tenaga Kerja Konstruksi asing dapat melakukan
penyetaraan kompetensi  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28E ayat (4] melalui:

a.

(1]

(2)

(3)

skema pengaturan saling pengakuan [mufual
recogrition arrangement); dan

mengajukan permchonan kepada LPJK melalui
Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 288G

Penyetaraan kompetenst merupakan proses
penvandingan dan pengintegrasian capaian
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan,
pengalaman, dan keahlian.

Proses penyandingan pendidikan Tenaga Kerja
Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian
terhadap ijazah pendidikan paling rendah setara
Sarjana (S1) serta kesesuaiannya terhadap
Kualifikasi dan Klasifikasi yvang dibutuhkan pada
jabatan kerja vang diduduki.

Proses penyandingan pengalaman kerja Tenaga
Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan
penilaian terhadap portofolic pengalaman kerja
paling sedikit 5 (lima) tahun, kecuali
dipersyaratkan lain, sesuai yang dibutuhkan pada
jabatan kerja yang diduduki.

(4} Proses . . .
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Proses penyandingan keahlian Tenaga Kerja
Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan dengan melakukan penilaian
terhadap sertifikat kompetensi atau bukt
pengakuan kompetensi lainnya yang diakui
menurut hukum negara asal sesuai Kualifikasi
dan Klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan
kerja yang diduduki.
Pasal 28H

Penyetaraan Lkompetenst dilakukan melalui
tahapan:

a. permochonan penyetaraan kompetensi;
b.  verifikasi kelengkapan data permohonan;

c. pelaksanaan uji penyetarasn kompetensi
secara audit portofolic; dan

d. penetapan hasil penyetaraan kompetensi.

Permohonan penyetaraan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilalmakan dengan:

a. mengisi identitas Tenaga Kerja Konstruksi
asing: '

nama Tenaga Kerja Konstruksi asing;
tempat lahir;
tangzal lahir;

jenis kelamin;

1.

2

3

4

5. kewarganegaraan;
6 NOor paspor;

ri perusahaan pemberi kerja;

8. alamat perusahaan pemberi kerja;
o

nomor telepon perusahaan pemberi
kerja;

10. surat elektronik {emai) perusahaan
pemberi kerja;

11. nomor . . .
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I11. normor pengesahan rencana
penggunaan tenaga kerja asing;

12. jabatan kerja sesuai rencana
penggunaan tenaga kerja asing;

13, narma Pekerjaan Konstruksi;
14. lckasi Pekerjaan Konstruksi;

15. tahun pelaksanaan Pelkerjaan
Konstruksi;

16. nama tenaga kerja pendamping; dan

17. bentuk kegiatan alih pengetahuan dan
alih teknologi,

b.  mengunggah dokumen pendukung, terdir

Aatas:

1. surat permochonan penyetaraan
kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
asing yang ditandatangani Tenaga Kerja
Konstruksi asing dan perusghaan
pemberi kerja menurui permohonan
rerncana penggunaan tenaga kerja asing;

2.  salinan rencana penggunaan tenaga
kerja asing;

3. salinan visa tinggal terbatas dan izin
tinggal terbatas;

4. salinan jjazah pendidikan;
2.  salinan daltar pengalaman kerja;

6.  salinan sertifikat kompetensi atau bukti
pengakuan kompetensi lainnya yang
diakui menurut hukum negara asal;

7. salinan paspor vang masih berlakuy;

8. pasioto berwarna terbaru, menghadap
ke depan dengan pakaian rapi;

Q. surat . . .
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9. surat  pernyataan tenaga  kerja
pendamping warga negara Indonesia
yvang akan bertindak sebagai mitra kerja
pemchon selama bekerja di Indonesia
dan melakukan alih pengetahuan dan
alih  teknologi, disertai sertifikat
kompetensl yang bersangkutan dan
rencana alih pengetahuan dan alih
teknologi; dan

10. surat pernyataan bermaterai bahwa
seluruh data yang disampaikan dalam
dokumen adalah benar.

Pasal 281

Hasil penyetaraan kompetensi merupakan
penetapan bahwa  jabatan tertentu pada
Kualifikasi ahli yang diduduki oleh Tenaga Kerja
Keonstruksi asing menurut peraturan perundang-
undangan  terkait  ketenagakerjaan  telah
memenuhi kriteria persyaratan.

Hasil penetapan penyetaraan  kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayal {1} menyatakan
pemenuhan kesesuaian terhadap Kualifikasi,
Kiasifikasi, dan subklasifikasi Tenaga KXerja
Konstruksi asing menuriat peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal tidak terpenuhinya kesesuaian hasil
penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstritksi
asing sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan
ayat (2], LPJK menvampaikan rekomendasi
kepada  pemberi kerja  terkait perlunya
pertimbangan kembali terhadap penggunaan
Tenaga Kerja Konstruksi asing.

Hasil penyetaraan kompetensi bagi Tenaga Kerja
Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilanjutkan dengan proses pencatatan.

Pasal 28J . ..
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Fasal 28J

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pazal
28E ayat (3) merupakan proses lanjutan dari hasil
penyetaraan kompetensi yang diajukan kepada
Menteri melalui LPJK pada Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lerdin atas:

a.

=y

F

Honw oo

SR ™o a0 @

nomor pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi
asing;

nama Tenaga Kerja Konstruksi asing;
tempat lahir;

tanggal lahir;

jenis kelamin;

kewarganegaraan;

rnoinor identitas/ paspor;

nama perusahaan pemberi kerja;

alamat perusahaan pemberi kerja;

nomor telepon perusahaan pernberi kerja;
email perusahaan pemberi kerja;

norxnor pengesaha_n refnicana pengngaﬂn
tenaga kerja asing;

jabatan kerja sesual rencana penggunaan
tenaga kerja asing;

Kualifikasi jabatan kerja;
Klasifikasi jabatan kerja;
subklasifikasi jabatan kerja;
pendidikan;

pengalaman;

scrtifikat kompetensi;

t. nama . . .
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t. nama Pekerfaan Konstruksi;
u. lokasi Pekerjaan Konstruksi;

=

tahun pelaksanaan Pekerjaan Konstriksi;
w. nama tenaga kerja pendamping; dan
X.

bentuk kegiatan alih pengetahuan dan alih
teknologi,

Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} disampaikan kepada pemberi kerja dalam
bentuk penerbitan penetapan penyetaraan
kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing
dengan pemenuhan kesesuaian kriteria dan
persyaratan sesuai dengan format.

Dalam hal penyetaraan kompetensi tidak
memenuhi kriteria dan kesesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28] ayat (3), hasil
pencatatan disampatkan kepada pemberi kerja
dalam bentuk penerbitan penetapan penyetaraan
kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing
dengan ketidaksesualan sesuai dengan format,

Pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing yang
melakukan penyetaraan kompetensi dengan
menggunakan skema  pengaturan saling
pengakuan {mutual recognition arrangement
dilaksanakan melalui kerja sama keterbukaan
akses data dengan lembaga regulasi profesi
{professional regulatory authority) yang terkait.

Pasal 28K

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap
perggunaan Tenaga Kerja Konstruksi asing yvang
terdiri atas:

a. kesesuaian penetapan Kualifikasi,
Klasifikasi, dan subklasifikasi sebagai hasil
penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja
Konstruksi asing terhadap jabatan kerja
tertentu yang diduduki;

b.  penggunaan tenaga kerja pendamping; dan

¢. pelaksanaan ... .
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c. pelaksanaan alih pengetahuan dan alih
teknoelogi,

Pemantauan dan evaluasi sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 {satu) tahun.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayvat (1) dilaksanakan berdasarkan data dan
informast yang berasal dari:

a. laporan pelaksanaan penggunaan tenaga
kerja asing;

b. laporan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan tenaga kerja asing;

c. sistemn  informasi terkait penyetaraan

kompetensi dan pencatatan Tenaga Kerja
Konstruksi asing; dan

d. fakta atau temuan hasil surveilans dan/atau

pengaduan masyarakat.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanalkan oleh Menteri,

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan melalui kerja sama
dengan menterl yang menyelenggaralkan urisan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksucd
pada ayat (1} dituangkan dalam laporan hasil
pemantauan dan evaluasi.

Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 10
(sepuluh) pasal, yakni Pasal 29A sampai dengan
Pasal 29.J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasail 294 | |,
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Pgsal 294

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1} dilaksanakan oleh LSP
Konstruksi.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dengan metode:

a. gl tulis;
b.  uji  praktik atau observasi lapangan;
dan/atanu

c. wWalwWancara.

Pelaksanaan uji  kompetensi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perangkat
yaiti:

a. skema sertifikasi;
b. tempat uji kompetensi; dan
C.  ABESOor.

Uil kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilakukan terhadap permohonan sertifikat
urituk:

8. baru;
b. perpanjangan; atau

c. kenaikan jenjang atau Kualifikasi.

Pasal 29B

Tata cara  permohonan  sertifikat  baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A avat (4)
huruf a terdiri atas tahapan:

a. permochonan sertifikat bary;

b. wverifikasi pendidikan dan pengalaman;
c. pelaksanaan 1ji kompetensi;

d. penetapan hasil uji kompetensi;

€. pencatatan . . .
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e. pencatatan Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi melalul Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi; dan

f. penerbitan  Sertifikat  Kompetensi  Kernja
Konstruksi.

Tata cara permchonan sertifikat perpanjangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4)
huruf b terdiri atas tahapan:

a. permohonan perpanjangan sertifikat;

b.  verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit
pada keprofesian berkelanjutan;

pelaksanaan wji kompetensi;
keputusan hasil uji kompetensi;
pencatatan serfifikat; dan
penerbitan sertifilcat.

opooon

Verifikasi kecukupan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf b hanya berlaku untuk jenjang
Kualifikasi ahli.

Permohonan perpanjangan yang tidak dapat
memenuhi  verifikasi kecukupan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf b, pemohon dapat
mengajukan permohonan perpanjangan kembali
setelah memenuhi kriteria kredit pengembangan
profesi.

Tata cara permohonan scrtifikat kenaikan jenjang
atau Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29A ayat (4) huruf ¢ terdiri atas tahapan:

a. permohonan kenaikan jenjang;
L. pelaksanaan uji kompetensi;
¢. penetapan hasil uji kempetensi;
d. pencatatan sertifikat; dan
e.  penerbitan sertifikat.
(1} verifikasi . . .
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Pasal 29C

Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit
pada keprofesian dan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29B ayat (2} huruf b
dihitung berdasarkan nilai kredit yvang didapat
‘olch tenaga kerja Kualifikasi jabatan ahli.

Nilai kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didapat dari total perclehan satuan kredit
pengembangan keprofesian,

Tenaga kerja Kualifikasi jabatan ahli jenjang
utama atau vang disetaralan jenjang 9 {sembilanj
harus memenuhi nilai kredit paling sedikit 200
{dua ratus) satuan Kkredit pengembangan
keprofesian. '

Tenaga kerja Kualifikasi ahli jenjang madya atau
vang disetarakan jenjang 8 (delapan) harus
memenuhi nilal kredit paling sedikit 150 (seratus
lima puluh} satuan kredit pengembangan
keprofesian.

Tenaga kerja Kualifikasi ahli jenjang muda atau
vang disetarakan jenjang 7 (hwuh) harus
memenuhi nilai kredit paling sedikit 100 [seratus)
satuan kredit pengembangan keprofesian,

Komposisl nilai kredit terdiri atas unsur kegiatan
pengembangan keprofesian herkelanjutan
penunjang paling banyvak 253% [dua puluh lima
persen).

Kompesisi nilai kredit terdiri atas kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan unsur
kegiatan pendidikan nonformal paling banyak
25% [dua puluh lima pcrsen).

(8) Komposisi . . .



SK No 084478 A

{k

PRESIDEM
REPEIBELIK INDOMESIA

- 49 -

(8) Komposisi nilai kredit terdiri atas kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan khusus
paling sedikit 60% (enam puluh persen).

(9} Cara perhitungan nilai kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 29D

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan
dibedakan berdasarkan:

a. unsur kegiatan;

b. jenis kegiatan;

c.  silat kegiatan; dan

d. metode dan tingkat keglatan.

Pasal 29E

Tingkat kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29D dapat diselenggarakan secara:

a., nasional;

b. internasional yang diselengegarakan di dalam
negeri; dan

c.  internasional yang diselenggarakan di luar negeri.

Pasal 29F

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20E dapat
diselenggarakan oleh:

a. kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau
pemerintah kabupaten/kota;

b. Asosiasi . . .
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Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha, dan
asosiasi lainnva yang terkait dengan Jasa
Konstruksi;

lembaga pendidikan dan pelatihan kernja;

konsultan Konstruksi dan kontraktor Pekerjaan
Konstruksi;

perakit (fubricator, distributor, aplikator material
dan peralatan Konstruksi; dan

lembaga/organisasi lain yang memiliki wvisi
pengembangan sumber daya manusia Jasa
Konstruksi, memiliki struktur organisasi yang
jelas, dan mampu menyelenggarakan kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 290G

Perclehan  satuan  kredit  pengembangan
keprofesian pada  kegiatan  pengembangan
keprofesian berkelanjutan vang dimiliki tenaga
kerja Kualilikasi ahhi dicatat dalam Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi,

Penilaian dan  pecnetapan satuan kredit
pengembangan keprofesian dicatat pada Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 29H

Pencatatan kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29G berisi data informasi yang meliputi:

a.
b.

C.
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namma kegiatan,

tanggal pelalksanaan kegiatan;
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durasi kegiatan;
peran dalam kegiatan; dan

lampiran  bukti  kegiatan  pengembangan
keprofesian berkelanjutan.

Pasal 291

Penilaian dan  penetapan satuan  kredit
pengembangan keprofesian dilaksanakan oleh
LP.JK.

LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menciapkan satuan kredit pengembangan
keprofesian dan daftar nama penerima satuan
kredit pengembangan keprofesian sesuai dengan
hasil  pelaporan  kematan  pengembangan
keprofesian berkelanjutan.

Pasal 290

Eetentuan mengenal pelaksanaan pengembangan
keprofesian  berkelanjutan  dilaksanakan  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(<)

Pasal 30

Proses uji kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1] dilaksanakan oleh LSP
yang dibentuk oleh:

a, Asosiasi Profesi terakreditasi; dan

b. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang
telahh sesuai dengan kefentuan peraturan
perundang-undangan.

Jenis lembaga pendidikan dan pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. lembaga . . .
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a. lembaga pendidilkan; dan

b. lembaga pelatihan kerja.

Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 13 (tiga
belas) pasal, yakni Pasal 30A sampai dengan Pasal 30M
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

{2]

(3)

(4)

{9)

Pasal 30A

Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2} huruf a merupakan
lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di
bidang Jasa Konstruksi.

Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. sekolah menengah kejuruan; dan
b. perguruan tinggi/politeknik.

Lembaga pelaiihan kerja sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:

a. lembaga pelatihan kerja swasta;
b, lembaga pelatihan kerja pemerintah; dan
¢. lembaga pelatihan kerja perusahaan.

Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayvat {2)
melaltukan registrasi kepada Menteri melalui
LPJK.

Persyaratan regisirasi lembaga pendidikan dan
pelatihan kerja sebagaimana dimalsud pada ayvat
(4} terdiri atas:

a. merupakan lembaga pendidikan dan/fatau
lembaga pelatthan yang memiliki program
pendidikan dan/atau pelatihan di bidang
Jasa Konstruks:;

b. memiliki . . .
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b. memiliki izin pendirian bagi lembaga

pendidikan atau tanda daftar lembaga
pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. memiliki program kerja bidang Jasa
Konstruksi; dan

d. memiliki instruktur atau tenaga pengajar
dan sarana dan prasarana  pendidikan
dan/atau pelatihan kerja sesuai pedoman
pelatihan berbasis kompetensi suatu jabatan
kerja.

Pasal 30B

L8P vang dibentuk oleh Asocsiasi Profesi
terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) huruf a merupakan badan hukum vang
disahkan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

L3P yvang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan
pelatihan kerja vang telah memenuhi ketentuan
sesual dengan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1]
hurutf b merupakan badan hukum atau unit yang
dibentuk oleh badan hukum lembaga induknya
atau lembaga pemerintah sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diberikan Lisensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Jenis LSP diklasifikasikan dan ditetapkan
berdasarkan badan atau lembaga vang
membentuknya dan sasaran sertifikasinya sesuai
dengan  ketentuan  peraluran  perundang-
undangan.

Pasal 30C ...
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Pasal 300

L5SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B
ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas melaksanakan
Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Kualifikasi
dalam jabatan ahli, analis/teknisi, dan operator.

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), LSP memiliki fungsi;

8. menyusun program kerja tahunarn;

b. menyusun dan mengembangkan skema
sertifikasi berdasarkan standar kompetensi
kerja;

¢. membuat perangkat asesmen dan materi uji
kompetensi berdasarkan standar kompetensi
kerja;

d.  menyediakan asesor;
melaksanakan uji kompetensi;

menetapkan persyaratan, memverifikasi, dan
menetapkan tempat uji kompetensi;

g memelihara dan meningkatkan kinerja
asesor dan tempat uji kompetensi;

h. melaksanakan surveilans pemeliharaan
sertifilkasi;

i. melaksanakan manajemen mutu;

J-  mencatatkan Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi dalam Sistem Informasi Jasa
Konstruks: terintegrasi;

k. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan
Sertifikasi Kompetensi Kerja melalui Sistcm
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi: dan

l.  mengembangkan pelayanan sertifikasi.
{(3) Dalam . .,
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(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSP
sehagaimana dimaksud pada ayat (1} memiliki

kewenangan dan struktur organisasi sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 30D

(1) Persyaratan asesor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30C ayat (2) huraf d meliputi;

a. tercatat di LPJK; dan

b. memiliki sertifikat asesor

dan Sertifikat

Kompetensi Kcrja Konstiuks: dengan -
ketentuan:
1. sertifikat ASESOT dan Sertifikat

SK No 084484 A

Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9
{sembilan) atau setara dengan
Kualifikasi ahli utama untuk pengujian
kompetensi jabatan ahli jenjang 9
(sembilan);

sertifikat  asesor dan Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi paling
rendah jenjang & (delapan) atau setara
dengan Kualifikasi ahli madya untuk
penguiian  kompetensi  jabatan ahli
jenjang 7 (tujuh) dan 8 (delapan);

sertifikat asesor  dan Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi paling
rendah jenjang 6 [enam} atau setara
dengan Kualfikasi ahlh muda untuk
pengujian kompetensi jabatan teknisi
atan analis; dan

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
paling rendah jenjang 3 (tiga) atau
setara dengan Kualifikasi terampil kelas
1 (satu] untuk pengujian kompetensi
jabatan operator.

(2) Sertifikat . . .
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Sertifikat asesor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diterbitkan oleh lembaga
independen yang mempunyai tugas
melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sesuai Klasifikasi dan subklasifikasi tenaga kerja
yang masih berlalku.

Pasal 30E

Seriifikasi Kompetensi Kerja Konstrukst
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30C ayat (1)
dilakksanakan sesuai skema sertifikasi yang
ditetapkan oleh LSP,

Skema sertifikas1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diverifikasi cleh lembaga independen yang
mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi
Kompetensi Kerja sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 30F

Tata cara pemberian Lisensi L3P sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30B ayat (3) meliputi:

a. LSP mengajukan permohonan kepada
Menteri melalui LPJK unfuk mendapatkan
rekomendasi Lisensi;

b. reckomendasi Lisensi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diajukan kepada lembaga
independen  yang  mempunyai fugas
melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja;

¢. lembaga independen sebagaimana vyang
dimaksud dalam huraf b melakukan
penilaian terhadap permchonan Lisensi
sesuai  dengan  ketenfuan  peraturan
perundang-undangan; dan

d. Menteri . . .
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d. Menteri melalni LPJK mencatat LSP yang
sudah terlisensi oleh lembaga independen.

Jangka waktu pemberian rekomendasi Lisensi
L3P dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak
berkas permohonan dinyatakan lengkap.

Jangka waktu pemberian Lisensi kepada LSP
paling lama 68 {enam puluh] Hari sejak
diterimanya rekomendasi Lisensi dan dinyatakan
lengkap,

LSP  vyang  telah mendapatkan Lisensi
melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi
Kompelensi Kerja Konstruksi sesual dengan
skema sertifikasi dan ruang lingkup Lisensi yang
diberikan.

L5P dapat menambah ruang lingkup Lisensi
berdasarkan kemampuan LSP dengan cara
mengajukan permohonan rekomendasi
penambahan ruang lingkup Lisensi kepada LPJK.

Penambahan ruang lingkup Lisensi scbagaimana
dimaksud pada ayat (3} dapat diajukan setelah
LSP memenuhi persyaratan schagaimana diatur
dalam  ketentuan  peraturan  perundang-
undangar.

Dalam hal Asosiasi Profesi terakreditasi dan
lembaga pendidikan dan pelatihan  kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
telah membentuk LSP yang telah mendapatkan
Lisensi dari lembaga independen  yang
mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja sebelum Peraturan Pemerintah
ini diundangkan, tetap dapat melaksanakan
Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Jasa
Konstruksi dengan menyampaikan permohonan
pencatatan kepada Menteri.

Permohonarn pencatatan sebagairmnana dimaksud
pada ayat (7) terdiri atas:

a, surat. ..
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a. surat penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi
oleh Mentert yang masih berlalu atau izin
pendirian bagi lembaga pendidikan atau
tanda daftar lembaga pelatihan kerja vang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang
sesual  dengan  ketentuan — peraturan
perundang-undangan;

b.  skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja
bidang Jasa Konstruksi sesuai Lisensi;

o, ketersediaan asesor sesuail subklasifikasi
layanan Lisensi;

d. sarana dan prasarana, tempat U
kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi
yang dimiliki; dan

e. ruang lingkup Lisensi LSP.

Pasal 30G

LSP vang dibentuk cleh Asosiasi Profesi terakreditasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf
a melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan
lingkup sebagai berikut:.

a.

(1)

menyvediakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan
Klasifikasi dan subklasifikasi Asosiasi Profesi
pembentuknya; dan

sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi meliputi
Kualifikasi dalam jabatan operator, tekmisi atau
analis, dan ahli,

Pasal 30H

L8P yang dibentuk lembaga pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
hurul a melaksanakan Sertifikasi Kompetensi
Kerja Konstruksi dengan lingkup sebagai berikut:

a. Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi
dilakukan kepada peserta didik lulusan dari
lembaga pendidikan tersebut; '

b. melaksanakan . . .
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b. melaksanalkan Sertifikasi Kompetensi Kerja

Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi
pada Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan
tingei, jabatan analis atau teknisi bagi
politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah
menengah kejuruan; dan

¢. melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja

Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstrulsi
pada semua Klasifikasi dan subklasifikasi
bidang keillmuan Jasa Konstruksi yang
gesual dengan jurusan atau bidang studi
yang dimiliki lembaga pendidikan.

L8P yang dibentuk olch lembaga pelatihan kerja
swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A
ayat (3] hurmf a melaksanakan Sertilikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi pada 1 {satu)
Klasifikasi dan paling banyak 5 (lima)
subklasilikasi pada Kualifikasi jabatan operator,
teknisi atau analis, dan ahli.

LSP yang dibentuk oleh lembaga pelatihan kerja
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
J0A ayat (3) hurnf b melakukan Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi pada semua
Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa
Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator dan
teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan
sublklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada
Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur
sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja
dan instansi induknya serta jejaringnya.

L8P yang dibentuk cleh lembaga pclatihan kerja
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30A ayat (3) hurad ¢ melakukan Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi bagi Tenaga Kerja
Konstruksi pada semua  Klasifikasi dan
subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yvang sesuai
dengan layanan bidang perusahaan induknya
pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau

_analis, dan ahli.

Pasal 301, ..
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Pasal 301

Jenis pemberian rekomendasi Lisensi LSP terdiri
atas:

a. Lisensi LSP baru;
b.  perpanjangan Lisensi L8P; dan
¢.  penaimbahan ruang lingkup Lisensi.

Persyaratan pemberian rekomendasi Lisensi LSP
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a melipufi:

a. surat penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi
oleh Menteri yang masih berlaku atau izin
pendirian bagi lembaga pendidikan atau
tanda daftar lembaga pelatihan kerja vang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang
sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

b. skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja
bidang Jasa Konstruksi yang diajukan
Lisensi;

c. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi
layanan Lisensi;

d. sarana dan prasarana, tempat uji
kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi
vang diajukan; dan

e. ruang lingkup Lisensi yang diajukan.

Persyaratan pemberian rekomendasi
perpanjangan Liscnsi LSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. semua dokumen pendukung yang sudah
tercatat pada Sistemn  Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi pada saal
mengajukan  permohonan  rekomendasi
Lisens: masih berlaku;

b. laporan . . .
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b. laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi kinerja LSP; dan

c. melampirkan rekapitulasi laporan
penyelenggaraan  Sertifikasi Kompetensi
Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun
terakhir,

Persyaratan pemberian rekomendasi
periambahan ruang lingkup Lisensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a, semua dokumen pendukung yang sudah
tercatat pada Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi pada saat
mengajukan  permohonan  rekomendasi
Lisensi masih berlaku;

b.  skema seruifikasi untuk setiap jabatan kerja
bidang Jasa Keonstruksi vang digjukan
Lisensi;

c. Ketersediaan asesor sesual sublkdasifikasi
layanan yang diajukan Lisensi; dan

d. ruaang lingkup Lisensi yang diajukan.

Pasal 304

Proses uji  kompetensi dalam  Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan
oleh LSP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30
ayvat (1) dikenakan bhiaya.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan:

a. blaya pelaksanaan uji kompetensi kerja;
b.  biayva operasional; dan

€. biaya pemberdayaan sumber daya manusia
L3P,

Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30K . . .
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Pasal 30K

L3P vang telah mendapatikan Lisensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30B ayat (3] harus melakukan
pencatatan kepada Menteri.

Pasal 30L

{1} L8P wvang telah mendapatkan Lisensi dipantau
dan dievaluas1 terkait tugas, fungsi, dan
kcwajiban.

(2] Pemantanan dan evaluasi terhadap LSP
dilaltukan oleh Menteri bekerja sama dengan
lermnbaga independen yang mempunyai tugas
melaksanakan Sertifikasi Kompctensi Kerja.

(3) Kegiatan pemantanan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) terdiri atas pelaksanaan
tugas, fungsi, dan wewenang.

{4] Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaktsanakan berdasarkan data dan
informasi yang terdir atas:

a. laporan kinerja LSP;

bh. Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi; dan

c. temuan hasil surveilans dan/atau
pengaduan masyarakat.

{3) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c baik
secara tertulis dan/atau informasi dari media
massa, dilakukan pemantauan yang bersifat
insidental.

{6) Pemantauan dan evaluiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dilaksanakan 2 {dua) kali dalam 1
[saty) tahun.

{7} Pemantauan . . .
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Pemantauan insidental sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 5 {litna)
Hari setelah laporan diterima.

Pasal 300

Menteri melalui LPJK menyampaikan
rekomendasi sanksi terhadap LSP vang terbukt
tidak  lagi memenuhi persyaratan  dan
memperhatikan hasil pemantavan dan evaluasi.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada lembaga independen vang
mempuniyai  tugas melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja.

Rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. peringatan tertulis;
b.  denda administratif;
€. pembekuan Lisensi; dan/atan

d. pencabutan Lisensi.

Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilaat:

(1)

(2)

(3)

Pasal 41

Setiap badan usaha yang mengerjakkan Jasa
Konstruksi  wajib  memiliki Sertifikat Badan
Usaha.

Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} diterbitkan oleh LSBU yang dibentuk
oleh Asosiasi Badan Usaha terakreditasi.

Sertifikat Badan Usaha sebagajmana dimaksud
pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang.

(4) LSBU . . .



SK No 034493 A

17.

(4

(5}

PRESIDEM
REPLUALIY [MDORESIA

-6 -

LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2} wajib
memiliki Lisensi dari LPJK.

Lisensi vang diterbitkan LPJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} sesuai dengan kategori
dan layanan sertifikasi dari Asosiasi Badan Usaha
terakreditasi dengan menerapkan  standar
persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk,
proses, dan jasa.

Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 18 (delapan
belas) pasal, yakni Pasal 4 1A sampai dengan Pasal 41R
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
harus merupakan badan hultum.

(1)

(2}

(1)

Pasal 41B

LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A
mempunyai wewenang yang meliputi:

a. menyelenggarakan proses sertifikasi badan
usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangati;

b, memberikan sanksi kepada asescr badan
usaha; dan

c. mengusulkan skema sertifikasi ke LPJK.

Persetujuan terhadap skema sertifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
menjadi dasar penerbitan Lisensi LSBU.

Pasal 410

LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A
Mmemminyai tagas:

a. menyusun program kerja tahunat;

b, menyusun . . .
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b, menyusun dan mengembangkan skema
sertifikasi;

c. membuat perangkat penilaian kelayakan
badan 1saha;

d. menyediakan asesor;

melaksanakan penilaian kelayakan badan

usaha;

f.  melaksanakan surveilans pemeliharaan
sertifikasi;

g mencatatkan Sertifikat Badan Usaha dalam
Sistem Informasi Jaga, Konstruksi
terintegrasi;

h. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan
sertifikasi badan usaha melalui Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan

i.  mengembangkan pelayanan sertifikasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSBU
menjalankan  mekanisme  sertifikasi  sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan bidang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

Pasal 41D

L3BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A
mempunyat struktur organisasi meliputi:

a. pengarah;
b. pelaksana; dan
c.  asesor badan usaha,

LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memiliki  rekaman personel terkini yang
mencakup Kualiftkasi, pelatihan, pengalaman,
status kepegawaian, serta kompetensi yang
relevan.

Pasal 41E . ..
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Pasal 41E

Pengarah LSBU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41D ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.  ketua merangkap anggota; dan
b. anggota.

Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} merupakan perwakilan dari Masyarakat
Jasa Konstruksi.

Perwakilan dari Masyarakat Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:

a.  Asosiasi Badan Usaha terakreditasi;

b.  Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari
remerintah atau swasta; dan

c. lembaga independen terkait badan usaha,
Pengarah berjumlah gasal, paling sedildt 3 [(tiga)
orang dan paling banyak 5 (lima} orang.

Pasal 41F

Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41D ayat {1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

a.

b
C.
d

(1)

kelua;
koordinator administrasi;
koordinator sertifikasi; dan

koordinator manajemen mutu.

Pasal 414G

Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 1F memiliki tugas meliputi:

a.  menyusun rencana program dan anggaran;
b.  melaksanakan program kerja; dan

C. menyusun ., . .
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c. menyusun laporan dan bertanggung jawab
kepada pengarah.

Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki fungsi sebagai pelaksana
administratif, manajemen mutu, dan sertifikasi.

Pasal 41H

Asesor badan usaha scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 41D ayat (1) huruf ¢ wajib memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh
lembaga independen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

terdaftar di LPJK sebagai asesor badan usaha;
bukan pengurus LPJK; dan
bukan baglan dari sekretariat LPJK,

Pasal 411

Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 1H melakukan penilaian kelayakan
badan usaha sesuai Kualifikasi.

Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. 1 [satu) asesor badan usaha untuk badan
usaha Kualifikasi keeil;

b. 2 [dua] asesor badan usaha uniuk badan
usaha Kualifikasi menengah dan/atau besar;
dan

c. 1 (satu) asesor badan usaha hersifat
spesialis,

Pasal 41.J0. ..
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Pasal 41J

Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 411 harus mematuhi kode etik profesi.

Pasal 41K

Tahapan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (5) meliputi:

a.
b.

.

(1)

(2)

(3)

pendaftaran;
validasi; dan

penerbitan Lisensi,

Pasal 41L

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41K huruf a mencakup permohonan untuk:

a. Lisensi baru;
b. penambahan skems; dan/atau
c. perpanjangan Lisensi.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada LPJK melalui 088,

Persyaratan pendaftaran Lisensi LSBU terdird
atas:

a.  surat permchonan pendaftaran;

b.  kelengkapan aspek legal dan kelengkapan
administrasi meliputi;

1. surat pengesahan badan hukum dari
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum;

2. surat penectapan kepengurusan;

3. nomor pokok wajib pajak atas nama
LSBU;

4. surat. ..
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4.  surat pernyataan tidak dalam sengketa
kepengurusan yang ditandatangani oleh
penanggung jawab atau sebutan lain
dalam akta pendirian; dan

3.  suraf pernyataan kebenaran isi data dan
informasi dokumen atau berkas yang
diserahkan termasuk perubahannya
yang ditandatangani coleh penanggung
jawab atau sebutan lain dalam akta
pendirian.

alat kelengkapan berupa daftar prasarana
dan sarana pendukung kegiatan yang
mencakup bulkti;

1. kepemilikan kantor dan foto kantor
tampak depan yang memuat papan
nama;

2.  kepemilikan sistem pengolahan data
berbasis teknologi informasi; dan

3. personel yang kompeten termasuk
asesor badan usaha,

rencana keglatan yang mencerminkan
pelayanan vang diberikan kepada industr
dan sekaligus sebagal penghasilan untuk
pendanaan organisasi;

skerna sertifikasi, pedoman manajemen
LSBU, dan perangkat asesmcn termasuk
jumlah asesor badan usaha; dan

standar penilaian kemampuan badan usaha.

Pazal 41 M

Calon LSBU  akan  diberikan  notifikasi
kelengkapan atau ketidaklengkapan persyaratan
paling lama 5 (lima] Hari setelah pendaftaran
schagaimana dimaksud dalam Pasal 41L ayat (1).

(2) Dalam . . .
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Dalam hal calon LSBU diberikan notifikasi
ketidaklengkapan  persyaratan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), calon LSBU akan
diberikan walktu paling lambat 5 (lima) Hari untuk
melengkapi  kekurangan persyaratan sejak
pemberitahhuan  notifikasi  ketidaklengkapan
diterima.

Dalam hal calon LSBU tidak melengkapi
ketidaklengkapan persyaratan dalam batas walktu
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2],
permohonan dinyatakan gugur.

Setiap permohonan Liscnsi yang dinyatakan
lengkap dikenakan biaya Lisensi yang besarannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak.

Tata cara pembayaran biaya Lisensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan di  hidang
keuangan negara.

Biaya Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dibayarkan paling lambat 5 (lima) Hari sejak
bulkti tagihan diterbitkan.

Dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sebagaimana
dimaksud pada ayat - (6) pemochon tidak
menyampaikan bukti pembayaran dianggap
mengundurkan dir.

Pemohon men}rampaikan bukti pembayaran
scbagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada
LPJK melalui OS8S,

Pasal 41N

Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41K
huruf b merupakan penilaian keabsahan dan
pembulktian persyaratan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 41L ayat (3).

[2) Validasi . . .
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Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan dengan cara:

a. klarifikasi dan konfirmasi kepada LSBU
dan/atan pihak terkait; dan/atau

b.  peninjauan lapangan.

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf b dilaksanakan untuk
membandingkan kesesuaian antara dokumen
yang telah disampaikan dengan kondisi faktual.

Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41K huruf ¢ berupa surat tanda Lisensi
L3BU,

Keputusan untuk memberikan atau menolak
dalam penerbitan Lisensi LSBU sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 [tiga
puluh) Hari sejak bukti pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41M ayat (7) diterima.

Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang.

Pasal 410

Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (5) memuat ruang lingkup Lisensi LSBU
dengan mempertimbangkan kelengkapan
persyaratan dan skema yang diusulkan.

LSRU  dapat menambah layanan Lisensi
berdasarkan kecukupan persyaratan LSBU
dengan cara mengajukan permohonan
penambahan  rckomendasi layanan Lisensi
kepada O55.

Pasal 41P . ..
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Pasal 41P

Untuk menjamin kinerja dan kualitas LSBU,
Menten melaksanakan fungsi pemantavan dan
evaluasi.

Pernantauan dan evaluasi sebagaimana dimalksnd
pada ayat (1] dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam proses permohonan
perpanjangan Lisensi dan penambahan skema
sertifikasi,

Pasal 410

Pemantauan dan evaluasi LSBU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41P ayat (1) terdiri atas:

a. pemantauan dan cvaluasi ratin; dan
b. pemantanan dan evaluasi insidental.

Pemantauan dan evaluasi rutin sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a dilakukan
berdasarkan laporan kinerja LB,

Pemantauan dan evaluas: insidental sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
berdusarkan pengaduan dan/atau kebutuhan
tertentu,

Pasal 41R
Hak LSBU berlisensi meliputi:
a. mengusulkan penambahan skema

sertifikasi; dan

b. mendapatkan pembinaan pengembangan
kapasitas dan kualitas sumber daya.

Kewajiban LSBU berlisensi mcliputi:

a. menyampaikan . . .
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&. menyampaikan laporan kinerja LSBU;

b.  menyampaikan laporan keuangan yang telah
diaudit kantor akuntan publik yang memiliki
izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

€. mengintegrasikan sistem informasi dan data
L3BU dengan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi;

d. menerapkan slandar persyaratan untuk
lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa;

€. menyampaikan laporan kegiatan
operasional; dan

f.  melaksanakan kewajiban lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

18, D1 antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43

ditambahkan 11 (sebelas) pasal, vakni Pasal 42A
sampal dengan Pasal 42K schingga berbunyi sebagai
berikuf:
Pasal 424
(1} Akreditasi dilakukan terhadap:
a.  Asosiasi Badan Usaha;
b.  Asosiasi Profesi; dan
c.  Asosiasi Terkait Rantai Pasok.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri melalui LPJK,
Pasal 42B

Akreditasi sebagaimana dimsaksud dalam Pasal 42A
dilaksanakan untuk:

a. menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan
persyaratan yang telah ditetapkan;

b. menjamin . . .
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menjamin kelayakan asosias] dalam mendirikan
LSBU atau L3P; dan

menjamin  kelayakan asosiasi untuk dapat
mengusulkan anggotanya sebagai pengurus
LPJK,

Pasal 42C

Akreditasi asasiasi dilakulan untuk
mendapatkan status Akreditasi asosiasi.

Btatus Akreditasi asosiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. terakreditasi; dan
b,  tidak terakreditas:.

Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun.

Periode pencetapan Akreditasi asnsiasi
diselenggarakan setiap 4 (empat) bulan,

Permohonan Akreditasi yang diterima kurang dari
1 {satu) bulan sebelum batss pericde penetapan
Akreditasi sebagaimana dimaksud nada ayat (4)
diproses pada periode berikutnya.

Pasal 42D

Asosiasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42A ayat (1) huruf a meliputi:

a. Asosiasi Badan Usaha vang memiliki jenis
usaha Pekerjaan Konstruksi vang hersifat
unmum ata khusus;

. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis
usaha jasa Konsultansi Konstruksi; atau

¢.  Ascslasi Badan Usaha yang memiliki jenis
usaha Pekerjaan XKonstruksi Terintegrasi.

{2) Asosiast . ..
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Asosiasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf a terdir atas kategori:

a. Asosiasi Badan Usaha umum merupakan
Asosiasi Badan Usaha yang mewadahi badan
usaha pada lebih dard 1 (satu} Klasifikasi
usaha, baik vang memiliki cabang maupun
tidak memiliki cabang; dan

b.  Asocsiasi Badan Usaha khusus merupakan
Asosiasi Badan Usaha yvang mewadahi badan
usaha pada 1 (satu) subklasifikasi usaha
atau 1 (satu) Klasifikasi usaha, balk yang
memiliki cabang maupun yang tidak
memiliki cabang. :

Pasal 42K

Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42A ayat (1) hurul b berdasarkan bidang
keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi berupa:

a. arsitcktor;
sipil;
mekarikal;

tata lingkungan;

=N R o

arsilektur lanskap, iluminasi, dan desain
interior;

f.  perencanaan wilayah dan kota;
g.  sains dan rekayasa telknik; atau
h. manajemen pelaksanaar.

Bidang keilmuan yang terkail Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
Klasifikasi dan  Kualifikasi Tcnaga Kerja
Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri alas kategori:

a. Asosiasi. ..
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Ascsiasi Profesi umum merupakan Asosiasi
Profesi yang mewadahi Tenaga Kerja
Konstruksi ahli pada lebih dari 1 (satu)
subklasifikasi dalam 1 (satu] Kiasifikasi
bidang keilmuan, baik yang memiliki cabang
maupun tidak memiliki cabang; dan

Asosiasi Profesi khusus merupakan Ascsiasi
Profesi yang mewadahi Tenaga Kerja
Konstruksi ahli pada 1 {satu} subklasifikasi
dalam 1 (satu) Klasifikasi bidang keilmuan,
baik yang memiliki cabang maupun yang
tidak memiliki cabang.

Pasal 42F

Asosiasi Terkait Rantai Pasok sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 42A ayat (1) huruf ¢ meliputi asosiasi

terkait:

.

b
c.
d

material Konstruksi;

peralatan Konstruksi;

teknologi Konstruksi; dan

sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi,

Pasal 42G

Akreditasi diberikan kepada asosiasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) wvang
memenuhi persyaratan sebagai berikut: '

a.

b.

C.

telah  terdaftar di  administrasi  hukum
VI

jumlah dan scbaran anggota;
pemberdayaan kepada anggota;
pemilihan pengurus secara demokratis;

sarana dan prasarana di tingkat pusat dan
daerah; dan

pelaksanaan  kewajiban sesuai  dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan.

{2)-Jumlah . .,
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Jumlah dan sebaran anggeta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai
berdasarkan jurniah anggota tetap dari asosiasi
dan jumiah cabang vang dimiliki oleh asosiasi di
daerah.

Pemberdavaan kepada anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf c dinilal
berdasarkan program dan pelaksanaan:

a. pengembangan usaha berkelanjutan bagl
Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Terkait
Rantai Pasok; dan

b. pengembangan keprolesian berkelanjutan
bagi Asosiasi Profesi.

Pemilihan PENgUrls secara demokratis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dinilai berdasarkan:

a. pelaksanaan musyawarah nasional atau
kongres sesual anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga; dan

b. susunan pcngurus asosiasi pusat dan/atau
daerah sesual anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga.

Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dinilai berdasarkan ketersediaan sarana
dan prasarana di fingkat pusat dan daerah
meliputi bangunan gedung kantor, perlengkapan
kantor, dan sumber daya manusia di tingkat
pusat dan daerah bagi asosiasi yvang memiliki
cabang.

Pelaksanaan kewsajiban sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf { paling sedikit berupa:

a. akla notaris atas pendirian asosiasi;

b penge.sahan badan hukum perkumpulan dari
menteri  yang menyelenggarakan urusan
pernerintahan di bidang hukum;

C. anggaran . . .
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anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

surat keterangan domisili atau keterangan
lain yang menunjukkan tempat kantor
asosiasl berada;

nomor pokok wajib pajak atas nama asosiasi;

seluruh karyvawan asosiasi telah terdaftar
secbagai anggota aktif lembaga vang

menyelenggarakan jaminan sosial
ketenagakerjaan  dan  lembaga  vang
menyelenggarakan jaminan sosial
kesehatan;

tidak dalam serngketa kepengurusan asosiasi
vang dibuktikan dengan surat pernyataan
vang ditandatangani oleh:

1. ketua umum; atau

2. penyebutan lain terhadap pimpinan
tertinggt asosiasi;

dokumen kode etik dan dewan kode etik atan
penyebutan lain;

dokumen program kerja asosiasi;

laporan keuangan tahun terakhir asosiasi
yang telah diaudit kantor akuntan publik
yvang memiliki izin sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan;

pedoman praktik profesi bagi Asosiasi
Profesi; dan

pengurus asosiasi tidak merangkap sebagai
pengurus pada asosiasi lain yvang dibuktikan
dengan surat pernyataan.

Pasal 42H . ..
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Pasal 42H

Tata cara Akreditasi ascsiasi dilaksanakan
melahu tahapan:

&. permohonan;
b.  verifikasi dan validasi; dan
c.  penilaian dan penetapan,

Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a yang dinyatakan lengkap
dikenakan biaya Akreditasi yang hesarannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penerimaan negara bukan
pajak.

Tata cara pembayaran biaya Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang keutangan negara.

Pembayaran blaya Akreditasi sebagaimana,
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat
S {lima} Hari sejak bukti tagihan diterbitkan.

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tidak benar ataiu tidak sah atau tidak memenuahi
persyaratan Akreditasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42G ayat (1), permchonan
dinyatakan gugur,

Dalam hal asosiasi lulus berdasarkan hasil
penilalan dan penetapan schagaimana dimaksud
pada ayal {1} huruf ¢, LPJK menetapkan status
Akreditasi.

Pasal 421

Asosiasi yang dinyatakan gugur atau tidak
terakreditasi dapat mengajukan permohonan
Akreditasi kembali.

{(2) Status . .
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Stalus asosiasi terakreditasi yang telah habis
masa berlakunya dapat mengajukan permohonan
Akreditasi kembali.

Tata cara permohonan Akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42H ayat (1} berlaku
secara mutatis mutandis terhadap tata cara
permohonan Akreditasi kembali.

Pasal 42.J
Hak asosiasi yang terakreditasi terdiri atas:
mendapatkan surat tanda terakreditasi;

membentuk LSBU bagi Asosiasi Badan
Usaha dan LSP bagi Asosiasi Profesi; dan

c. mengusulkan anggotanya menjadi calen
pengurus LPJK,

Kewa]iban asosiasi yang terakreditasi terdiri atas:

a. menyusun dan menegakkan kode etik bagi
anggotanya,

b.  melakukan pengembangan usaha
berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Badan
Usaha dan Asosiasi Terkail Rantai Pasok;

c. melakukan  pengembangan  keprofesian
berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Profesi;

d. melakukan pemberdayaan kepada
anggotanysa;

e.  menyampalkan laporan kinerja tahunan
asosiasi untuk periode 1 (satu) Januari
sampai dengan 31 f{iiga puluh satw)
Desember:

I. menyampaikan . ..
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menyampaikan laporan keuangan asosiasi
vang telah diaudit kantor akuntan publik
yvang memiliki izin sesual dengan ketentuan
peraturan  pcrundang-undangan  untuk
periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember; dan

mclaksanakan kewajiban lainnva sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangain,

Laporan kinerja tahunan asosiasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit
mentuat: ’

2.

jumlah seluruh anggota asosiasi di tingkat
pusat dan daerah yang disampaikan setiap
pericde 1 (sat11} tahun;

jumlah penambahan dan/atau pengurangan
anggota asosiasi di tingkat daerah;

informasi  terkait perubahan  struktur
kepengurusan asosiasi;

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
anggotanya;

pelaksanaan musyawarah nasional atau
kongres sesuai anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga asosiasi;

pelaksanaan pregram pengembangan usaha
berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Badan
Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok;

pelaksanaan program pengembangan
keprofesian  berkelanjutan bagl anggota
Asaosasi Profosi; dan

pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
asosiast.

Pasal 42K . ., .
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Pasal 42K

Pemantauan dan cvaluasi dilakukan atas
pemenuhan persyaratan dan status Akreditasi
asosiasi yang telah ditetapkan.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data dan
inforrmasi yang berasal dari:

a. laporan kinerja tahunan asosiasi
teralereditasi;

b. sistem informasi terkait pengembangan
usaha berkelanjutan atau pengembangan
keprofesian berkelanjutarn; dan

c.  fakta atan temuan hasil surveilans dan/atau
pengaduan masyarakat.

Surveillans dan/atau  pengaduan masvarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul c
bertujuan  untuk  mengevaluasi  kembali
kesesuaian  pemenuhan standar Akreditasi
dengan status Akreditasi yang dipercleh.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling scdikit 1 {satu)
kali dalam 1 (satw) tahun.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya
sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (3} ditetapkan oleh Menter.

20. D1 antara. . .
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20. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 51A
{1) Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:

a. melaksanakan penjaminan mutu {quality
assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari
tahapan persiapan pengadaan, persiapan
dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan
Konstruksi, sampai dengan serah terima
akhir pekerjaan;

b.  membantu Pengguna Jasa dalam proses
persiapan  pengadaan dan  pemilihan
Penyedia Jasa;

¢. membantu Pengguna Jasa dalam melakukan
persetujuan atau penclakan perubahan

Kontrak;

d. melakukan vertlikasi atas tagihan
pernibayaran;

e¢. membantu Pengguna Jasa dalam

menghitung nilai perclehan aset; dan

f.  membantu Pengguna Jasa ketika dilakukan
audit hasil pekerjaan/provek setelah serah
terima akhir pekerjaan.

(2) Tugas Konsultan Manajemen  Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dituangkan
dalam kontrak kerja Konsultan Manajemen
Konstrulesi.

21. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 59 . ..
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Pasal 59

Pekerjaan Konstruksi Terinitegrasi meliputi:
a. rancang dan bangun (design and build); dan
b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1} dituangkan dalam 1 (satw}
Kontral: Kerja Konstruksi.

Kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan

jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi

pekerjaan yang:

a. bersifal kompleks; atan

b. pekerjaan yang mendesak untuk segera
dimanfaatkan, yvang apabila tidak dilaksanakan
secara terintegrasi berakibat pemenuhan nilai
manfaat yang sebesar-besarnya (value for
money) tidak tercapai.

Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5]

Pasal 61

Kinerja Penvedia Jasa sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 60 ayat (3] huruf ¢ didasarkan pada
laporan kinerja.

Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) meliputi kinerja tahunan dan kinerja
sesaat. :

Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2) merupakan kinerja penvelesaian proyek
vang ditangani perusahaan vang sudah melalui
proses serah terima pekerjaan.

Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] diatur dalam peraturan perundang-undangan
di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} merupakan penilaian kinerja berdasarkan
rencana dan realisasi hasil pekerjaan pada saat
pekerjaan berlangsung.

(G} Laporan . . .
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(0) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi yvang digunakan sebagai
acuan bagi sistem informasi kinerja penyedia.

(7} Menteri dapat mengumumkan daftar penyedia
mamp! berdasarkan hasil kinerja Penyvedia Jasa

sebagaimana dimaltsud pada ayat (1) kepada
Masyarakat Jasa Konstruksi.

Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal &4

(1) Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi pada
Kualifikasi ghli harus memperhatikan standar
rermunerasi minimal.

(2] Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan
bagi penyelenggaraan jasa Konsultansi
Kenstrukst yang menggunakan Tenaga Kerja
Konstruksi pada Kualifikasi ahli menggunalkan
perhitungan besaran remunerasi paling rendah
sama dengan standar remunerasi minimal,

{3) Standar remunerasi minimal scbagaimana
dimalksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit
berdasarkan: '

a. Kualifikasi,

. pengalaman profesional; dan

¢. ungkat pendidikan. _
Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 ditambahkan 8
(delapan) pasal, yakni Pasal 70A sampal dengan Pasal
70OH sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7YOA

(1) Penyedia Jasa Konstruksi harus memenuhi:

a.  Kualifikasl dan Xlasifikasi usaha Jasa
Konstruksi; dan

b. persyaratan . . .
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b. persyaratan penawaran sesuai dengan jenis
pekerjaan yang dikerjakan.

Ketentuan sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
dilakukan sesual dengan kelentuan pcraturan
perundang-undangan,

Pasal 70B

Pelaksanaan alih teknologi dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. menyusun profil penggunaan, pemanfaatan,
dan pengembangan teknologi  yang
disampaikan kepada mitra kerja sama
dan/atau pemilik pekerjaan dalam bahasa
Indonesia dan bahasa inggris;

b.  melakukan pelatihan keahlian dan
manajerial untuk tenaga ahli pendamping
warga negara Indonesia dan/atan tenaga
lerampil warga negara Indonesia paling
sedikit 1 (sat) kali untuk setlap proyek
pekerjaan; dan

c. memfasilitasi warga negara Indonesia nntuk
melakukan  pelatihan, kerja  praktik
dan/atau penclitian akademis pada provek
pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh
badan usaha.

Dalam setiap penyelenggaraan proyek Konstruksi,
ketentuan ahh teknologi schagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dimasukkan dalam dolkumen
Kontralk.

Menggunakan lebih banyak tenaga kerja
Indonesia  daripada tenaga kerja  asing
dilaksanakan untuk jabatan pada jenjang ahli.

Pasal 70C . ..
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Pasal 70C

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70A yang berbeniuk badan usaha dapat
melaksanakan KSO.

K30 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan dengan ketentuan:

a&. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan
Kualifikasi usaha besar;

b.  memiliki Kualifikasi wsaha menengah
dengan Kualifikasi usaha menengah;

¢.  memiliki Kualifikasi usaha besar dengan
Kualifikasi usaha menengah;

d. memiliki Kualifikasi wsaha menengah
dengan Kualifikasi usaha kecil; atau

e. memiliki Kualifilkasi usaha kecil dengan
Kualifikas: usaha kecil.

K50 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dilaksanakan oleh:

a. Penyvedia Jasa dengan Kualilikasi usaha
besar dengan Kualifikasi usaha kecil: dan

b.  Penyedia Jasa dengan Kualifikast usaha kecil
dengan Kualifikasi usana kecill untuk
Pekcrjaan Konstruksi.

Dalam  melaksanakan KSO  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, salah satu hadan usaha
anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO
{leadfirm).

Pimpinan KSO {leadfirm) sebagaimana dimaksud
pada ayal (4} harus memiliki Kualifikasi setingkat
atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO
dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak
70% (lujuh puluh persen). '

(&) Jumlah . . .
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Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan
batasan:

a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak
kompleks dibatasi paling banyak 3 {tiga)
perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan

b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks

dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan
dalam 1 {satu) KSO.

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada avat
(1) bertanggung jawab alas:

a. pelaksanaan Kontrak;
b.  kesesuaian kuslitas barang/jasa;
C

ketepatan  perhitungan  jumlah  atau
kuantitas;

£

ketepatan waktu penyerahan;
ketepatan tempat penyerahan; dan

f.  pencrapan Keselamatan Konstruksi,

Fasal 70D

Dalam hal KSO dilakukan antara badan usaha
Jasa Konstruksi nasional dengan kantor
perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing
dilakukan dengan prinsip kesetaraan Kualifikasi
besar, kesamaan subklasifikasi, dan tanggung
rentcng,

Ikatan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70C ayat (1) dan Pasal 70> ayat (1) dimulai saat
mengikuti proscs pemilihan, pelaksanaan sampai
dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 70E

Spesifikasi  teknis untuk  penyelcnggaraan
Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. spesifikasi . . .
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spesifikasi bahan bangunan Konstruksi;

spesifikasi  peralatan Konstruksi  dan
peralatan bangunan;

spesifikasi proses atau kegiatan;

spesifikasi  metode  Konstruksi/metode
pelaksanaan/metode kerja; dan

spesifikasi jabatan kerja Konstruksi,

Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] disusun dengan ketentuan:

a.

b.

mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan
Konstruksi yang dibutuhkan:

spesifikasi bahan bangunan Konstruksi
dapat menyebutkan merek dan tpe serta
sedapat mungkin menggunakan produksi
dalain negeri;

semaksimal mungkin dinpayakan
menggunakan standar nasional Indonesia;

metode Konstruksi/mctode
pelaksanaan/metode kerja harus logis,
realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat
dilaksanakan;

Jangka -walktu pelaksanaan harus sesuai
dengan metode pelaksanaar:

mencantumkan macam, jenis, kapasitas,
dan jumlah peralatan utama minimal yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

mencantumkan syarat bahan  yang
dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;

mencantumkan syarat pengujian bahan dan
hasil produk;

mencantumkan kriterla  kinerja produk
(output performance) yang diinginkan;

j. mencantumkan . . .
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mencaniumkan tata cara pengukuran dan
lata cara pembayaran; dan

mencantumkan uraian pekerjaan,
identifikasi bahaya, dan penetapan risiko
terkait Keselamatan Konstruksi pada
Pekerjaan Konstruksi.

(3] Kerangka acuan kerja uniuk penyelenggaraan
jasa Konsultansi Konsiruksi meliputi:

a.
b.

uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;

waktu dan tahapan pelaksanaan yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
dengan memperhatikan batas alkhir efeltif
tahun anggaran;

kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga
ahli; '

kemampuan badan usaha Penyedia Jasa
Konsultansi Konstruksi;

sumber pendanaan dan besarnya total
perkiraan biaya pekerjaan; dan

uratan pekerjaan, identifikasi bahaya, dan
penetapan  risike  terkait Keselamatan
Konsiruksi pada Pekerjaan Konstruksi,
khusus untuk jasa Konsultansi Konstriksi
pengawasar dan mangjemen
penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

(4) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.
b.

C.
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latar belakang;
maksud dan tujuan;
lokast pekerjaan; dan
produk yang dihasilkan (cutpui),
Pasal 70F . . .
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Pasal 70F

Rancangan detail (detailed engineering design)
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
spesifikasi teknis dan rencana anggaran hiaya.

(1)

(2)

Pasal 770G

Persiapan penyclenggaraan Jasa Konstruksi
melalui Penyedia Jasa meliputi kegiatan sebagai
berilaat;

cl.

b.

reviu dan penetapan spesifikasi
teknis/kerangks acuan kerja;

penetapan  rancangan detail (detailed
engineering  desigr)  untik  pemilihan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;

penyusunan dan penetapan pagu pekerjaan;

penyusunan dan penetapan rancangan
Kontrak; dan

penetapan uang muka, jaminan uang muka,
jaminan pelaksanaan, jaminan
pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga
hanya untuk  penyelenggaraan  Jasa
Konstruksi melalui Penyedia Jasa yang
menggunakan keuangan negara.

FPenyelenggaraan pekerjaan rancang dan bangun
{design and build) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut;

a.

penetapan dekumen rancangan awal (basic
design), meliputi;

1. data peta geologi teknis lokasi
pckerjaan;

2. refcrensi data penyelidikan tanah/
geoteknik untuk lokasi terdekat dengan
pekerjaan;

3. penetapan . . .
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penectapan lingkup pekerjaan secara
jelas dan terinci, kriteria desain, standar
pekerjaan yang berkaitan, standar
mutu, dan ketentuan teknis Pengguna
Jasa lainnya;

identifikasi dan alokasi risiko proyek;
identilikasi dan kebutuhan lahan; dan

gambar dasar, gambar skematik,
gambar potongan, gambar tipikal, atan
gambar lainnya yang mendukung
lingkup pckerjaan.

penetapan ketentuian Pengguna Jasa yang

paling sedikit memuat:

b.
1.
2.
3.
4
3.
6,
7.

c.

d.

latar belakang;

maksud dan fujuan;

waktu pelaksanaan yang diperlukan;
lingkup dan keluaran pekerjaan dan
kriteria pengujian dan penerimaan
keluaran;

jumlah tenaga ahli perancang dan
personel manajerial minimal yang
diperlukan;

izin, persyaratan lingkungan, atau
sertifikat yang harus diperoleh dalam
penyusunain Tancangarn dan
pelaksanaan Konstruksi; dan

daftar tarif dan/atau harga penyusun
komponen pekerjaan (schedule of rates).

penyusunan dan penetapan pagu pekerjaan;

penyusunan dan penetapan  rancangan

Kontrak; dan

€. penetapan . . .
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c.  penetapan uang muka, jaminan uang muka,
jaminan pelaksanaan, jaminan
pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga
hanya  untuk  penyelengearaan  Jasa
Konstruksi melalui Penyedia Jasa yang
menggunakan keuangan negara.

Daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen
pekerjaan  (schedule of rales) sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} huruf b angka 7
diperuntukan bagi pekerjaan rancang dan bangun
(design and build) yang memiliki bagian pekerjaan
dengan kondisi ketidakpastian (unforeseen

-condition).

Pasal 70H

Rancangan Kontrak Kerja Konstruksi dipilih dari
standar Kontrak pada lampiran dengan
mempertimbangkan  karakteristik  pekerjaan
paling sedikit:

a, Jenis kontrak;

=

hngkup pekerjaan;
keluaran hasil pekerjaan;
kesulitan dan risiko pekerjaan;

masa pelaksanaan;

acl T < Ao

masa  pemeliharaan, untuk Pekerjaan
Konstruksi;

e

cara pembayaran;

h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;

i. besaran uang muka;

j-  bentuk dan ketentuan jaminan;

k. besaran denda; dan

1. pilihan penyelesaian sengketa kontrak.

(2) Karakteristik . . .
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(2) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dicantumkan dalam
rancangan Kontrak.

Ketentuan ayat (2] dalam Pasal 72 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

{1) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk
pembangunan kepentingan umum wajib melalui
cara pemilihan Penyedia Jasa.

(2) Dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan
layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang
terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan
umum, wajib melalui Tender, Seleksi, atan
katalog eiektronik, C

(3) Pembangunan untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
pembangunan bangunan yang mempunyai
dampak terhadap:

a. kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
b.  kepentingan masyarakat.

Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 ditambahkan 1 {satu)
pasal, yakni Pasal 74A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasai 74A

Ketentuan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang
menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan
negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 77

{1} Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
ayat (1) yang dibiayai dengan:

a. keuvangan . . .
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a. keuangan negara; atau
b. nonkeuangan negara.

Kontrak yang dibiayal dengan keuangan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menggunakan dokumen terstandar.

Kontrak yang dibiayai dengan nonkeuangan
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf b dapat menggunakan dokumen terstandar
sesuai kesepakatan para pihak.

Ketentuan Ichih lanjut mengenali dokumen
Kontrak yang terstandar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berilout:

(1)

(2)

{3)

Pasal 84

Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  untuk
mendirikan bangunan gedung dan/atau
bangunan sipil harus memenuhi prinsip
berkclanjutan, sumber daya, dan siklus hidup
bangunan gedung dan/atau bangunan sipil yang
sclanjutnya akan disebut sebagai Konstruksi
Berkelanjutan.

Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai 3 (tiga) pilar dasar
meliputi:

a. secara  ekonomi layak dan  dapat
meningkatkan kesegjahteraan masyarakat;

b, menjaga pclestarian lingkungan; dan
c. mengurangi disparitas sosial masyarakat.

Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} meliputi:

a. kesamaan . ..
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kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana
tindak;

pemenuhan Standar Keamanan,
Kcselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;

pengurangan penggunaan sumber daya, baik
berupa lahan, material, air, sumber dava

alam maupun sumber daya manusia
{reduce);

pengurangan timbulan limbah, baik fisik
maupun nonfisil;

penggunaan kemball sumber daya yang telah
digunakan sebelumnya (reuse);

penggunaan sumber daya hasil siklus ulang
[recycle);

perlindungan dan pengelolaan terhadap
lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;

mitigasi risike keselamatan, kesehatan,
perubahan ildim dan bencana;

orientasi kepada siklus hidup;

orientasi kepada pencapaian mutu yang
diinginkan; _

inovasi teknologt untuk perbaikan vang
berlanjut; dan

dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan
manajemern dalam implementasi:

Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1] meliputi:
a. lahan;

b.  energi;

C. ar;

d material;

e, sumber . . .
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e. sumber daya manusia; dan
1. ekosisten.

Siklus  hidup bangunan gedung dan/atau
bangunan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} secara wwmum melipiti:

a. pengkajian;

b, perencanaan;

¢,  perancangan;

4. pembangunan;

e. pengoperasian;

f.  pemeliharaan;

g, pembongkaran; dan

h. pembangunan kembali suatu bangunar.

Tahapan penyelenggaraan Konstruksi
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) meliputi:

. PCrencanaan umun,

b.  pemrograman;

¢c. pelaksanaan Konsultansi Konstruksi; dan
d. pelaksanaan Pekeriaan Konstruksi.

Perencanaan wmum sebagaimana dimaksud pada
ayat (6] huruf a merupakan perencanaan berbasis
kewilayahan yang memperhatikan kondisi alam
dan tata ruang, kondisi sosial dan ekonomi, serta
daya dukung dan daya tampung suaiu wilayah.

Pemrograman scbagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf b merupakan perencanaan awal untulk
menetapkan tujuan, strategi, langkah-langkah
yvarg harus dilakukan, jadwsal, serta kebutuhan
sumber dava, terutama pendanaan  uniuk
mewujudkan suatu bangunan gedung dan/atan
bangunan sipil. '

() Pelalksanaan . . .
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Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6} huruf ¢
meliputli kegiatan pengkajian, perencanaan,
perancangan, pengawasan dan manajemen
Konstruksi suat bangunan.

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi kegiatan
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatiz
bangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengcnai Konstruksi
Berkelanjutan diatur olel Menteri.

Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambahkan 37 (tiga
puluh tujuh) pasal, yakni Pasal 84A sampai dengan
Pasal 84AK sehingga berbunyi sebagai berikut:

{1

(2}

Pasal 844

Penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan
sesuai siklus hidup bangunan gedung dan/atau
bangunan sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (3) dan tahapan penyelenggaraan
Jasa Konstruksl Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) mengacu pada:

a. persyaratan administratif;
b.  persyaratan teknis; dan

C¢. persyaratan teknis Eonstruksi
Berkelanjutan.

Persyaratan administratif dan persyaratan teknis
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf a dan
burul b sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Persyaratan . . .
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Persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurdf c
merutpakan ketentuan teknis yang haris dipenuhi
mulal  darl  tahapan perencanaan umum,

pemrograman, pelaksanaan Konsultansi
Konstruksi, - dan pelaksanaan Pekerjaan
Konsiruksi.

Pasal 84B

Perencanaan umum  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (6) huruf a dilaksanakan agar
rencana pembangunan terpadu dan cerdas, aman
dari  hencana, nyaman, produlstif, dan
berkelanjutan.

Perencanaan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhatikan kriteria yvang terdiri atas:

a, mendukung pengembangan wilayah dan
kawasan yang terpadu;

b. tepat guna lahan;
tangguh dan mengurangi risike bencana;

d. pemanfaatan sumber daya alam dan
lingloungan;

e, unsur gender, kaum disabililas, dan kaum
marginal;

f. berkontribusi dalam peningkatan poetensi
ckonomi  wilayah, serta mendukung
pertumbuhan ekonomi nasionsal; dan

g. mengacu pada persyaratan dan kriteria
tcknis bangunan gedung dan/atau
bangunan sipil.

Pasal 84C . . .
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Pasal 840C

Pemrograman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (6) huruf b harus dilaksanakan
scjak awal untuk memastikan ketersediaan,
keberlangsungan, dan keberlanjutan pemenuhan
sumber daya dalam pencapaian tujuan pada
tahapan selanjulnya.

Pemrograman sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) memperhatilkan kriteria vang terdiri atas:

a. penyusunan prioritas program untuk
memperclel manfaat schesar-besarnya bagi
masyarakat, schingga memberikan daya
ungkit bagi perekonomian masyaralkat;

b. kesiapan (readiness criteria);

¢. kelayakan bangunan gedung dan/atan
bangunan sipil berkelanjutan;

d. partisipasi masyarakat;

unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum
marginal;

f. efisiensi sumber daya; dan

g.  persyaratan dan kriteria tcknis bangunan
gedung dan/atau bangunan sipil.

Pasgal 84D

Pelaksanaan Konsultanst Konatruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6}
huruf ¢ harus dilaksanakan sesual dengan
persyaratan tcknis dan persyaratan {eknis
Konstruksi Berkelanjutan untuk memastikkan
keterbangunan pada  tahap  pelaksanaan
Konstruksi dan kinerja bangunan pada tahap

pengoperasiatl, pemeliharaan, dan
pembongkaran,

Pelaksanaarn Konsultansi Konstruksi
sebaggimana  dimaksud  pada  ayat (1)

memperhatikan kriteria yvang terdiri atas:

a. Standar . ..
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a. Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan;

tepat guna lahan;

konservasi energi;
konservasi air;

sumber dan siklus material;
kenyamanan dan kesehatan;

manajemen lingkungan proyek;

T @ oee oo g

partisipasi masyarakat;

[~

unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum
marginal,

mendukung interaksi masyarakat;

1y
[

k. pelestarian budaya atau kearifan lokal;

1. percncanaan terintegrasi dan komprehensif;
dan

m. persyaratan dan kriteria teknis.

Pasal 84E

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
dimaiksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf d harus
dilaksanakan dengan pendekatan Konstruksi
Berkelanjutan, dimanfaatkan dengan optimal,
dipelihara agar kinerjanya dapat dipertahankan
secsuai dengan umur layanan sehingga dapat
berkontribusi kepada ketercapaian tujuan dengan
pendekatan  pengelolaan  aset, serta dapat
dibongkar pada akhir masa layanan dengan
pendekatan dekonstruksi agar tercapai tujuan
penyelenggaraan Konstruksi berkelanjutan secara
utuh.

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria
vang terdiri atas;

a. Slandar Keamanan, Kesclamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan:

b. tepat . ..
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tepat guna lahan;

konservasi energi;

konservasi air;

sumber dan siklus material;
kenyamanan dan kesehatan;
manajemen lingkungan proyek;
partisipasi masyarakat;

unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum
marginal;

mendukung interaksi masyarakat;
pelestarian budaya atau kearifan lokal;
efisiensi;

mendukung usaha lokal; dan

unsur estetika.

Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) huruf ¢ dan
huruf f memperhatikan kriteria vang terdiri atas:

a.

S m oo e a0 o

—-
+

.

Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan;

keselarnatan pengguna;

tepat guna lahan;

konservasi energi;

konservasi air;

sumber dan siklus material;
kenyamanan dan kesehatan;
manajemen lingkunga_ﬁ proyck;
pelayanan keluhan pengguna;
elisiensi; dan

kelaikan fungsi infrastruktur.

(4] Pembongkaran . . .
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Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (53) huruf g memperhatikan kriteria
yvang terdirl atas:

a. Standar Keamanan, Keselamatan,
Keschatan, dan Keberlanjutan;

upaya pemulihan tapak lingkungan;
tingkal kebisingan;
tingkat debu;

U =N R o

pemulihan bahan material atau limbah
Konstruksi vyang dapat dipergunakan
kembali;

f.  partisipasi masyarakat;

g unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum
marginal;

h. optimalisasi penggunasn material bekas;

i.  jenis bangunan; dan
i.  proscdur pembongkaran,
Pasal 84F

Penvelenggarasn  Usaha  Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 avat (1)
harus menerapkan prinsip Konstruksi
Rerkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat {3).

Balam =setiap Penyelenggaraan Usaha .Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib

"memenihi Standar Keamanan, Keselamalan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] termasuk Subpenyedia Jasa dan
pemasok.

(4} Pemenuhan . . .
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Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlaunjutan Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} harus
dilakukan dengan cara mengendalikan proses
untuk menjamin hasil Penyelenggaraan Usaha
Jasa Konstruksi.

Pasal 84G

Dalam mementihi Standar Keamanan,
Keselamaian, Kesehatan, dan Keberlanjutan
sebagamana dimaksud dalam Pasal 84F ayat (2},
Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus
memberikan pengesahan atal persetujuan atas:

a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau
perancangan;

b. rencana teknis proses pembangunan,
pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
pembangunan kembali;

c. - pelaksanaan suatu proses pembangunar,
pemeliharaan, pembongkaran, dan/atan
pembangunan kembaii;

d. penggunaan material, pcralatan, dan/atau
teknologi; dan/atan

€.  hasil layanan Jasa Konstruksi.

Standar Keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} merupakan keandalan bangunan
berdasarken  standar  perancangan  yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang wajib diterapkan
selama tahap penyeclenggaraan  Pekerjaan
Konslruksi.

{3] Standar . ..
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Standar Keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mecrupakan standar untuk yang
mengatur keselamatan keteknikan Konstruksi,
keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan
lingkungan, dan keselamatan publik vang
ditetapkan sesual dengan ketentuan pcraturan
perundang-undangan.

Standar Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) merupakan standar untuk menjamin dan
melindungi kesehatan Tenaga Kerja Konstruksi
dan  masyarakat yang terdampak — oleh
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan
ketentuian peraturan perundang-undangan.

Standar Keberlanjutan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) merupakan standar yang digunakan
untuk menjamin keberlanjutan dalam aspek
ekonomi, aspek tata lingkungan setempat dan
pengelolaan lingkungan hidup, dan aspek scsial.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedilkit meliputi:

a. standar mutu bahan;

b. standar mutu peralatan;

c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;

d. standar prosedur  pelaksanaan  Jasa
Konstruksi;

e. standar mufu hasil pelaksanaan Jasa
Konstruksi;

1. standar pengoperasian dan pemeliharaan;

g. pedoman pelindungan scsial tenaga kerja
dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

h. standar . . .
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h. standar pengelolaan lingkungan hidup
seslal  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 84H

Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 843G ayat (1) ditetapkan
oleh menteri teknis terkait,

Dalam mMenyusun Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri
teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} memperhatikan kondisi geografis yang rawan
gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Pasal 841
Setiap Pengguna Jasa dan Penycedia Jasa dalam

penyelenggaraan Jasa = Konstruksi harus

menerapkan SMKEK,

Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Penyedia Jasa yang memberikan layvanan:

a. Konsultansi Manajemen Penyelenggaraan
Konstruksi;

b. Konsultansi Konstruksi pengawasan;
¢, Pekerjaan Konstrukst; dan
d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pen},redia. Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] harus melakukan:

a. identifikasi bahaya,;

b. penilaian risiko dan pengendalian risiko atau
peluang berdasarkan tahapan pekerjaan
(work breakdown structure); dan

C. Sasaran .. .
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C.  sasaran dan program Keselamatan
Konstruksi.

SMEK merupakan pemenuhan terhadap Standar
Keamanan, Keselamatan, Keschatan, dan
Keberlanjutan sebagaimana dimaksuid dalam
Pasal 84H ayat (1), dengan menjamin:

a. keselarnatan keteknikan Konstruksi;
b.  keselamatan dan kesehatan kerja;

¢.  keselamatan publik; dan

d. Lkeselamatan lingkungan.

Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. bangunan dan/atau aset Konstruksi:
dan/atau

b, peralatan dan material.

Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b lerdiri atas:

a. Pengguna Jasa;
b. Tenaga Kerja Konstiuksi; dan
€.  pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa,

Sasaran atau objek keseclamatan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (4) huruf ¢ terdiri atas:

2. masyarakat di sekitar proyek; dan
b, masyarakat terpapar.

Sasaran atau objek kesclamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:

a. lingkungan kerja;

b. lingkungan terdampak proyek;
c. lingkungan alam; dan
d. lingkungan terbangun.
Pasal 84J . . .



SK No (777338 A

(1)

(2]

(3)

(4

(1}

@

FRESIDEN
HEPLUBLIK INDONESIA

- 108 -

Pasal 84J

Keselamatan keteknikan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 841 ayat (4) huruf a
merupakan keselamatan terhadap pemenuhan
standar perencanaan, perancangan, prosedur dan
mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi, muty
bahan, dan kelaikan peralatan.

Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 841 ayat (4) huruf b
merupakan keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja, termasuk tenaga kerja Penyedia Jasa,
Subpenyedia Jasa, pemasok, dan pihak lain yang
diizinkan memasuki tempat kerja Konstruksi.

Keselamatan publik scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 841 ayat {4) huruf ¢ merupakan
keselamatan masyarakat dan/atau pihak yvang
berada di lingkungan dan sekitar tempat kerja
yvang terdampak Pekerjaan Konstrulsi.

Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksad
dalam Pasal 841 ayat (4) huruf d merupakan
keselamatan lingkungan yang terdampak oleh
Pekerjaan Konstruksi sebagai upaya menjaga
kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan
lingkungan terbangun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 84K

Keselamatan keteknikan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84J ayat (1) mencakup
pemenuhan terhadap:

a. standar perencanaan berupa pemenuhan
semua  aspek  persyaratan keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan
dalam hasil perencanaan;

b. standar . ..
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standar perancangan berupa pemenuhan

terhadap pedoman teknis Proses
pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, perawatan, dan

pembongkaran yang telah ditetapkan;

standar prosedur dan mutun  hasil
pelaksanaan Jasa Konstruksi merupakan
persyaratan  dan ketentunan  tertulis
khususnya aspek Keselamatan Konstruksi
yang dibakukan mengenai berbagai proses
dan hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;

mutu  bahan secsual standar nasional
Indonesia dan/atau standar internasional
dan/atau negara lain yang diakui oleh
Pemerintah Pusat, dan telah ditetapkan
dalam kerangka acuan kerja; dan

kelaikan peralatan berdasarkan pedoman
teknis. peralatan sebagai dasar pemenuhan
kinerja operasi peralatan sesuai peruntukan
pekerjaan, baik peralatan yang beroperasi
secara tunggal maupun kombinasi.

Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84J ayat (2) mencakup
pemenuhan terhadap:

a.

hak ienaga kerja berupa pelindungan sosial
tenaga Kkerju dalam pelaksanaan Jasa
Konstruksi  sesual  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

penjaminan dan pelindungan keselamalan
dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya
pencegahan kecelakaan kerja dan penyalkit
akibat kerja;

pencegahan  penyebaran wabah penyaicit
dalam hngkungan kerja dan sekitarnya;

pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS:;
pencegahan penggunaan psikotropika; dan
pengamanan lingkungan kerja.

(3) Keselamatan . . .
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Keselamatan publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84.J ayat (3) mencakup pemenuhan
terhadap;

&. standar keselamatan publik di sekitar tempat
kegiatan Konstruksi;

b.  upaya pencegahan kecelakaan kerja yang
berdampak kepada masyarakat di sekitar
tempat kegiatan Konstrulsi; dan

¢.  pemahaman pengetahuan keselamatan dan
kesehatan kerja di sekitar tempat kegiatan
Konstruksi.

Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84.J ayat {4) mencakup pencegahan
terhadap:

a. terganggunya derajat kesehatan pekerja dan
kesehatan masyarakat di lingllungan sekitar
Pekerjaan Konstruksi sebagai akibat dampak
pencemaraty;

b.  berubahnya dampak sosial masyarakat
sebagal akibat kegiatan Konstruksi vang
semakin padat di lingkungan Pekerjaan
Konstruksi; dan

¢, rusaknya lingkungan  sebagai akibat
berkembangnya situasi kepadatan kegiatan
Konstruksi yang menghasilkan limbah
Konstruksl sehingga dapat menimbulkan
pencemaran terhadap air, udara, dan tanah.

Pemenuhan standar keselamatan keteknikan
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, huruf d, dan huraf e dilaksanakan
dengan memperhatikan aspek
keamanan/keandalan, aspek teknis penggunaan
peralatan, aspek penyiapan alat angkat dan
angkut sesuai dengan RKK dan tata cara
penjaminan mutit  dan pengendalian mutu
Pekerjaan Konstruksi.

(&) Penjaminan . . .
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Penjaminan mutu dan pengendalian mutu
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat {5} merupakan bagian dari SMKK yang
menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan
Konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil
Jasa Konstruksi yang berkualitas.

Penjaminan mutu dan pengendalian mutu
Pekerjaan  Konstruksi harus  diinlegrasikan
dengan SMKEK.

Penjaminan mutu dan pengendalian mutu
sebagaimana  dimaksud pada ayat (7)
dilaksanakan oleh personel yang memenuhi
standar kompetensi kerja.

Ketentuan lebih I[anjut mengenai -lata cara
penjaminan mutu dan pengendalian mutu
Pekerjaman Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur oleh Menteri.

Pasal 34L

Untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan
perancangan, produk yang dihasilkan yang
tercantum dalam uraian pekeriaan, termasuk
menyusun dokumen Rancangan Konseptual
SMEK sesuai dengan [ormat untuk mendukung
penerapan SMEKEK. :

Rancangan Konseptual SMKK yarig disusun pada

pekerjran pengkajian dan perencanaan paling

sedikit memuat:

a. lngkup tanggung  jawab  pengkajian
dan/atau perencanaan; i

b. informasi awal terhadap kelajkan antara lain
meliputi lckasi, lingkungan, sosio-ckonomi,
dan/atau dampak lingkungan; dan

c. reliomendasi teknis.

Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada
pekerjaan perancangan paling sedikit memuat:

a. lingkup . . .
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a. lingkup tanggung jawab  perancang,
termasuk pernyataan bahwa apabila terjadi
revisi desain, tanggung jawab revisi desain
dan dampaknya ada pada penyusun revisi,

L. metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;

identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan
penetapan tinglkat risiko;
d. daftar standar danfatau  peraturan

perundang-undangan Keselamatan
Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;

€. hiaya SMKK; dan

f. rancangan panduan keselamatan
pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi
bangunan.

Untulk pekerjaan konsultansi pengawasan dan
manadjemen Konstruksi, produk yvang dihasilkan
tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk
RKK pengawasan dan REK manajemen
Konsirulksi.

Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Penyedia
Jasa pekerjaan konsultansi pengkajian,
perencanaan dan perancangan wajib memiliki ahli
keselamatan dan kesehatan kerja KDl'lbtl'leSl
atan ahli Keselamatan Konstruksi.

Ahli keselamatan dan keschatan kerja Konstruksi
sebagairmnana dimaksud pada ayat (5) merupakan
tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus
di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan,
dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan
Sertifikat Kompetensi Kerja Konsitruksi.

(7) Ahli . . .
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{(7) Ahli Keselamatan Xonstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) merupakan tenaga ahli
vang mempunyai kompetensi khusus di bidang
Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan,
melaksanalkan, dan mengawasi penerapan SMKK
yvang dibukiikan dengan Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi.

(8) Elemen SMKK terdiri atas:

a. kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja
dalam Keselamatan Konstrulsi;

perencanaan Keselamatan Konstruksi;

dukungan Keselamatan Konstrulsi;

e o T

operasi Keselamatan Konstruksi; dan
¢. evaluasi kinerja peneraparn SMKK.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rancangan
Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) diatur oleh Menteri.

Pasal 84M

Kepemimpinan dan partisipasi lenaga kerja dalam
Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84L ayat (8) huruf a merupakan kegiatan
penyusunan  kebijakan untuk mengembangkan
budaya berkeselamatan, yang paling sedikit terdiri
atas:

a. kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan
intermal;
b organisasi pengelola SMKK;

. komitmen Keselamatan Konstruksi dan
partisipasi tenaga kerja; dan

d. supervisi, fraining, akuntabihitas, sumber daya,
dan dukungan.

Pasal 84N . . .
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Pasal 84N

Perencanaan Keselamatan Konstruksi scbagaimana
dimaksid dalam Pasal 84L ayvat (8) huruf b merupakan
kegiatan yang paling sedikit terdiri atas:

a.

b.

mengidentifikasi  bahaya, penilaian risiko,
penentuan pengendalian risiko, dan peluang:;
rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan

tenaga kerja vang lerluang dalam sasaran dan
program; dan

pemenuhan standar dan peraturan perundang-
undangan di bidang Keselamatan Konstruksi.

Pasal 840G

Dukungan Keselamatan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84L ayat {8) huruf ¢ merupakan
komponen pendukung Keselamatan Konstruksi yang
paling sedikit menginformasikan:

a.

o oo

(1)

sumber daya TDberupa teknologi, peralatan,
material, dan biaya;

kompetensi tenaga kerja;
kepedulian crganisasi;
mangjemen komunikasi; dan

informasi terdokumentasi.

Pasal B4P

Operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf d
merupakan kegiatan dalam mengendalikan
Kesclamatan Konslruksi, yang paling sedikit
terdiri atas;

a. perencanaan implementasi RKK;

b.  pengendalian operasi Keselamatan
Konstruksi;

¢, kesiapan . . .
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c.  kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi
darurat; dan '

d. investigasi Kecelaksan Konstruksi,

Penyedia Jasa pengkajian, perencansan, dan
perancangan dalam melaksanakan kegiatan di
lapangan harus menerapkan operasi Keselamatan
Konstruksi,

Pazal 84

Evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) hurufe merupakan
kegiatan yang paling sedikit terdiri atas:

e.

e a0 g

peinantauan atan inspeksi;
auit;

evaluasi;

tinjauan manajemen; dan

peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi.

Pasal 84R

SMEK diterapkan pada tahapan:

a.
b.

C.

(1)

(2)

pemilthan Penyedia Jasa;
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan

serah terima pekerjaan.

Pasal 845

Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan
Penyedia Jasa olch Pengguna Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84R huruf a dituangkan
dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK
sesuai dengan format.

Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada
Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen,

{3} Dokumen . . .
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Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memual:

a. manajemen Risike Keselamatan Konstruksi
vang paling sedikit memuat uraian
pekerjaan,  identifikasi  bahaya, dan
penetapan tngkat Risiko Keselamatan
Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan

b.  biaya penerapan SMKK pada harga perkiraan
sendiri.

Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen
pekerjaan jasa Konsuitansi Konstruksi
perancangan dan/atan berkonsultasi dengan ahli
keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi
dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atan
tenaga ahli yang membidangi Keselamatan
Konstruksi dalam menetapkan uralan pekerjaan,
identifikasi bahaya, dan pencetapan tingkat Risiko
Keselamatan  Konsiruksi pada  Pekerjaan
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayar (3)
huruf a.

Penetapan lingkat Risiko Keselamatan Konstruksi
pada  Pekerjaan  Konslruksi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai
dengan format Rancangan Konseptual SMKK.

Sctiap calon Penyedia Jasa untuk manajemen
penyelenggaraan Konstruksi dan/atau
pengawasan dan Penyedia jasa Pekerjaan
Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan
RKK dalam deockumen penawaran yvang disusun
-sesuai dengan format.

Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib
menyusun penjaminan dan pengendali mutu
dalam dokumern RMPK.

Setiap Penyedia Jasa manajemer
penyelenggaraan Konstruksi dan/atau
pengawasan harus menyusun penjaminan dan
pengendalian mutu dalam dokumen program
mutu,

(9} Untul . . .
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Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstrulosi
sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan
lingkungan dalam dokumen RKPPL.

Untuk pekerjaan Risiko Keselarmatan Konstrulksi
sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan
Kenstruksi wajib menyusun rencana manajemen
lalu lintas dalam dokumen RMLLP.

Pasal 84T

Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84R huruf b dilakukan dengan
melaksanakan RKEK, RMPK, program mutu,
RKPFL, dan RMLLP.

Pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL,
dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan
kondisi di lapangan.

Penyesuaian RKK, RMPK, program mutu, RKPPL,
datt RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan
Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh
konsultan pengawas/direksl teknis/Pengguna
Jasa, dan disetujul oleh Konsultan Manajemen
Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
[preconstruction meeting).

Penyesuaian  program mutu  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
konsultan pengawas, diperiksa, dibahas, atau
direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/
Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan
Manajemen Konstruksi dan/ataun Pengguna Jasa
dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan
pelaksanaan pekerjaan (preconstruction meeting
dan Kick off meeting).

Pasal 8417 . . .
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Pasal 84U

RKK, RMPK, program mutu, dan REKPPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T ayat {1}
dapat diperbaharui dalam hal terjadi:

a. perubahan instruksi kerja, prosedur kerja,
termasuk perubahan organisasi:

b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru
serta perubahan linglup pekerjaan pada
Kontrak, termasuk pckerjaan
tambah /kurang; dan

c.  Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan
kehilangan harta benda, waktu kerja,
kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan
lingkungan.

RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.

Pengguna  Jasa mclakukan pengawasan
pelaksanaan RKK, RMPK, program mutw, dan
RKFPL dan mengevaluasi kinerja penerapan
SMEKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.

Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penggiina
Jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan
kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan
Konstruksi, . tenaga ahli yang membidangi
Keselamalan Konstruksi dan/atau petugas
Keselamatan Konstruksi.

Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) merupakan orang vang
memiliki  kompetensi khusus di  bidang
Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan
dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan
dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi,

Pasal 84V . .
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Pasal 84V

Penyedia Jasa harus menerapkan analisis
keselamatan  pekerjaan dan/fatau  analisis
Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan yang
mempunyai tingkat risiko besar dan/atau sedang
dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan
metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam
RKK.

Analizsis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis
Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan baglan yang tidak
terpisahkan dari izin kerja yang disusun sesuai
dengan format RKK.

Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis
Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada avat (1} disusun oleh ahli teknik sesuai
hidangnya.

Dalam hal terjadi perubahan metode kerja,
situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia,
analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis
keselamatan Konstruksi harus ditinjau kembali
oleh ahli keamanan dan kesehatan kena
Konstruksi, ahli  Keselamatan  Konstrniksi,
dan/atau tenaga ahli yang membidangi
Keselamatan Konstruksi.

Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (4} dilakukan untuk melihat pemenuhan
persyaratan Keselamatan Konstruksi, Standar
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan
dari Pengguna Jasa dan ahli tcknik sesuai
bidangnya wvang ditunjuk oleh Penyedia Jasa
Pekerjaan Kenstrulsi.

Pasal 84W , | .
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Pasal 84W

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melaporkan
pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan
RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T
ayat (1) kepada Pengguna Jasa scsuai dengan
kemajuan pekerjaan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa laporan:

4. harian;

k.  mingguan;

¢. bulanan; dan
d akhir.

Fasal 84X

Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK,
RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84T ayat (3) dan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84W ayat (2],
Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja
penerapan SMKK setiap bulan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
uniuk menjamin kesesuaian dan keefekiifan
pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, program
mutu, dan RKPFL.

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus
melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil
evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana
dirmaksud pada ayat {1).

Pasal 84Y . ..



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

SK No 052746 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDOMESIA

- 121 -

Pasal 84Y

Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84R huruf ¢ dilakukan pada masa serah terima
pertama pekerjaan (provisional hand over) sampai
dengan serah terima akhir pekerjaan (final hand
aver).

Penerapan SMEKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa
Pekeryaan Konstruksi.

Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan dengan menyampaikan
dokumen hasil penerapan SMKK kepada
Pengguna Jasa.

Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} didekumentasikan dan
menjadi agian dari laporan yang terdiri atas:

a. laporan pelaksanaan RKK;

b. dokumen RMPK;

c. dokumen program mutu; dan
d. dokumen RKPPL.

Laporan  pelaksanaan RKK  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memuat
hasil kinerja SMKK berupa:

a. statistik dan analisis Kecelakaan Konstruksi;
b.  statistik dan analisis sakit akibat kerja;

¢, laporan harian, mingguan, bulanan, dan
laporan akhir, serta laporan ringkas dalam
hal terdapat aktivitas yang membahayakan
dalam Pekerjaan Konstruksi; dan

d. wusulan  perbaikan  uniuk  Pekerjaan
Konstruksi sejenis yang akan datang.

(6] RMPK . . .
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Dokumen RMPK dan program mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf ¢ harus
memuat hasil kinerja SMKK berupa:

a. statistik dan analisis perubahan gambar,
spesifikasi, tahapan pekerjaan, rencana

pelaksanaan pekerjaan, rencana
pemeriksasan pengujian, rencana
pengendalian, dan/atau prosedur

pengawasan dan pelaksanaan Konstruksi;

b, laporan harian, mingguan, bulanan, dan
akhir, serta laporan ringkas dalam hal
terdapat  aktivitas  dalam  Pekerjaan
Konstruksi; dan

.  usulan perbaikan untuk Pekerjaan
Konstruksi sejenis yang akan datang.

Dokumen REKPPL sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf d harus mermuat hasil kinerja SMKK
berupa:

a. slatistik dan analisis perubahan rona
lingkungan, pengelolaan dan pemantauan
linglungan;

b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan
akhir, serta laporan ringkas dalam hal
pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
dan

c. evaluasi pengelolaan dan  pemantauan
Iingkungan.

Pengguna Jasa mengeluarkan surat keterangan
nihil Kecelakaan Konstruksi kepada Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi bagi Pckerjaan
Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya
Kecelakaan Konstriuksi berdasarkan laporan
akhir pelaksanaan RKK. :

(9) Surat . . .
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Surat keterangan mnihil Kecelakaan Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun
sesual dengan komponen kegiatan penerapan
SMEKK.

Pasal 842

Sctelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84Y, SMKK
diterapkan dalam perngoperasian dan
pemeliharaarn.

Untuk menerapkan SMKK dalam pengoperasian
dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Pengguna Jasa harus merujuk pada:

a. gambar terpasang (as built drawing),
dokumen terlaksana {as built document); dan

b.  panduan kesclamatan operasi dan
pemeliharaan Konstruksi bangunan yang
sudah  memperhitungkan  Kceselamatan
Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa
Pekerjnan Konstruksi berdasarkan hasil
gambar terpasang (as built drawing) dan RKK
yang sudah dimutakhirkan.

Dalam hal ditemukan kondisi vang menyimpang
dari standar dan/atau kctentuan peraturan
perundang-undangan, panduan keselamatan
pengoperasian  dan pemelibaraan Konstruksi
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis
atau fim laik fungsi yang ditunjuk cleh Pengguna
Jasa.

Pasal 54AA

Dalam menerapkan SMEKEK, Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK.

(2) UKK . ..



SK No 077347 A

(3)

(4]

(1)

(3)

(4)

PRESIDEN
REPUBLIK YNDONESIA

- 124 -

UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Lertanggung jawab kepada unit yang menangani
Keselamatan Konstruksi di bawah pimpinan
tertinggi Penyedia Jasa.

UKK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. pimpinan; dan
b. anggota,

Tanggung jawab penerapan pengendalian mutu
Pckerjaan Konstruksi melekat pada pimpinan
tertinggi Penyedia Jasa dan pimpinan UKK.

Pasal 84AB

Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84AA ayat {(3) huruf a harus memiliki
kompetensi kerja vang dibukiikan dengan
Sertifikal  Kompetensi  Kerja di bidang
keselamatan dan keschatan kerja Konstruksi
dan/atau Keselamatan Konstruksi,

Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat |
(1) berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi
Pekerjaan Konstruksi.

Dalam hal Pekerjsan Konstruksi berisiko
Keselamatan Konsiruksi kecil, pimpinan tertinggi
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dapat merangkap sebagai pimpinan
UKK.

Dalam hal Fekerjaan Konstruksi berisiko
Keselamatan Konstruksi scdang atau besar,
Penyedia Jasa DPekerjaan Konstruksi harus
membentuk UKK yang ferpisah dari struktur
argantsast Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 84AC . ..
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Pasal 84AC

Kualifikasi kompetensi kerja pimpinan UKK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AB ayat {1
terdiri atas jabatan kerja ahli keselamatan dan
kesehatan  kerja  Konstruksi atau  ahli
Kesclamatan Konstruksi atau petugas
Keselamatan Konstruksi.

Pergyaratan jabatan kerja ahli keselamatan dan
kesehatan  kerja  Konstruksi atau  ahli
Keselamatan Konstruksi atau petugas
Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risike
Keselamatan Konstruksi besar terdiri atas:

1. ahli keselamatan dan kesehatan kerja
Konstruksi utama atau ahli
Keselamatan Konsiruksi utama; atau

2. abli keselamatan dan keschatan kerja
Konstruksi madya atau ahli
Keselamatan Konstruksi madya dengan
pengalaman paling singkat 3 ([tga)
tahun.

b.  untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko
Kesclamatan Konstruksi sedang terdiri atas:

1. ahl keselamatan dan kesehatan kerja
Konstruksi madya atany ahli
Keselamatan Konstruksi madya; atau

2. ahli kesclamatan dan kesehatan kerja
Konstruks:t muda atau ahli Keselamatan
Konstruksi muda dengan pengalaman
paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

c.  untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko
Keselamalan Konstruksi kecil terdiri atas:

1. ahli. ..
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1. ahli keselamatan dan kesehatan kerja
Konstruksi muda atau ahli Keselamatan
Konstruksi muda; atau

2. petugas Keselamatan Konstrulksi.

Ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], selanjutnyva
alkan menjadi ahli Kesclamatan Kontruksi sesuat
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangarn.

Untuk menjadi petugas Keselamatan Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
angka 2, harus memililti Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi sebagal petugas Keselamatan
Konstruksi.

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] diterbitkan
olehh LSP sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 84AD

Angrota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84AA ayat (3} huruf b harus memiliki kompetensi
kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruiksi.

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
schagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitizan
oleh L3P,

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. ahli Keselamatan Konstruksi muda;

b. ahli keselamatan dan kesehatan kerja
Konstruksi muda;

c. petugas Keselamatan Konstruksi;
d. petugas tanggap darurat;
€. petugas pemadam kebakaran;

f. petugas . . .



SK No 077330 A

(4)

(1)

{2]

(3)

PRESIDER.
RERUBLIK INDONESIA

- 127 -

f. petugas pertolongan pertama pada
kecelakaan;

g. pelugas pengatur lalu lintas;
h. tenaga kesehatan; dan
1. petugas pengelolaan lingkungan.

Penentuan anggota sebagaimana dimaksud pada’
ayat (3} dilakukan berdesarkan kebutuhan
pengendalian risiko pada Pekerjaan Konstruksi.

Pasal B4AE
Risiko Keselamatan Konstruksi terdiri atas:
a, kecil;
b.  sedang; dan
c. besar.

Tingkat Risiko Kesclamatan.  Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Pengguna Jasa scsuai dengan kriteria
penentuan ringkat Risika Keselamatan
Konstruksi. '

Risiko Keselamatan Konstruksi kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:

a. bersifat berbahaya rendah berdasarkan RKK
yvang ditetapkan olch Pengguna Jasa
berdasarkan perhitungan;

L. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga

perkiraan sendiri sampal dengan
Rp10.000.060.000,00 [sepuluh miliar
rupiahy;

c. mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah
kurang dari 25 (dua puluh lima) orang;
dan/atau

d. Pekerjaan Konstruksi wvang menggunakan
teknologl sederhana.

(4} Risiko . . .
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Risiko Keselamatan Konstruksi sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b
harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bersifat berbahaya sedang berdasarkan RKK
yarig ditetapkan oleh Pengguna Jasa
berdasarkan perhitungan;

b.  Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga

perkiraan sendiri di atas
Rp10.000.000.000,00 ([sepuluh miliar
rupiah) sampai dengan
Rp1Q0.000.000.000,00 {seratus miliar
rupiah);

¢.  mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah
23 (dua puluh lima) orang sampai dengan
100 (seratus) orang; dan/atau

d. Pekerjaan Konstruksi yang mengeunakan
teknoelogi madya.

Risiko Keselamatan Konstruksi besar
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf ¢
harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bersifat berbahaya tinggi berdasarkan RKK
yvang ditetapkan oleh Pengpuna Jasa
berdasarkan perhitungan;

b.  Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga

perKiraan sendiri di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah);

¢. mcmpekerjakan tenaga kerja yang berjumlah
lebih dari 100 (seratus) orang;

d. menggunakan peralatan berupa pesawat
angkat;

e.  menggunakan metode peledakan dan/atau
menyebabkan terfadinya peledakan;
dan/fatan

f. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan
teknologi tinggi.

(6) Dalam . .
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Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi
lebih dari 1 (satu) kriteria Risiko Kesclamatan
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penenluan Risiko Keselamatan Konstruksi
ditentukan dengan memilth Risiko Keselamatan
Konstruksi yang lebih tinggi.

Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko
Keselamatan Konstruksi besar dengan kriteria
mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) pekerja
sebagaimana dimaksud pada avat (8 huruf c
harus mempunyai  personel  Keselamatan
Konstruks: paling sedikit 2 (dua] orang yang
terdiri atas:

a. 1 (satu] orang ahli keselamatan dan
kesehatan kerja Konstruksi utama, ahli
Keselamatan Keonstruksi utama, dan/atau
ahli kesclamatan dan kesehatan Lkena
Konstruksi madya dengan pengalaman
paling singkat 3 ftiga) ilahun, ahii
Keselamatan Konstruksi madya dengan
pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun;
dan

B. 1 (satu} orang ahli keselamatan dan
kesehatan kerja Konstruksi muda, atau ahli
Keselamatan Konstruksi muda dengan
pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pada Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan
metode padat karya atau menggunakan banyak
tenaga kerja namun sedikit penggunaan peralatan
mesin, kebutuhan  personel  Keselamatan
Konstruksi ditentukan oleh RKK.

Risiko Kesclamatan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} digunakan untuk
menentukan kebuluhan ahli keselamatan dan
kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan
Konstruksi, danfatau petugas Keselamatan
Konstruksi.

{10} Risiko . . .
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Risiko Keselamatan Xonstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} tidak digunakan untuk
menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar
Jasa Konstruksi,

Pasal 84AF

Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada
daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya
sesual dengan kebutuhan berdasarkan
pengendalian dalam RKK.

Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi bagian dari RKK,

Biaya penerapan SMEKK scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit mencakup rincian:

penylapan RKK;

soslalisasi, promosi, dan pelatiharn;

alat pelindung kerja dan alat pelindung din;
asuransi dan perizinan;

personel Keselamatan Konstruksi;

oo o0 oo

fasilitas sarana, prasarana, dan alat
kesehatan;

g. rambu dan perlengkapan lalu lintas yang
diperlukan {manajemen lalu lintas];

h. kensultasi dengan ahli terkait Keselamatan
Konstruksi; dan

1.  kemiatan dan peralatan terkait dengan
pengendalian Risiko Keselamatan
Konstruksi, tcrmasuk biaya pengujian/
pemeriksaan lingllungan.

Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (3) huaruf ¢, huruf f, huruf g, dan huraf i
mcrupakan barang habis pakai.

{5) Konsultasi . . .
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Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada avat [(3)
huraf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan
Konstruksi dengan Risiko Keselamatan
Konstruksi kecil.

Pasal 84AG

Pengguina Jasa harus memastikan  seluruh
komponen biaya penerapan SMKK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84AF ayat (3], dianggarkan
dan diterapkan oleh Penyedia Jasa.

Bilaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 834AF ayal (3) harus disampaikan oleh
Penyedia Jasa dalam dolamen penawaran sesual
dengan komponen kegiatan penerapan SMEKK.

Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan
perubahan anggaran biava penerapan SMKK
berdasarkan RKK  vang telah diperbaharui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84U ayat (1)
huruf b dan hurul ¢,

Pasal 84AH

Pemerintah Pusat bertanggung jawab  alas
pembinaan penerapan SMEKK kepada
penyelenggara Pemerintah Daerah provinsi dan
Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas
pembinaan penerapan SMEKK kepada
pernyelenggara pemerintah kota/kabupaten dan
Masyvarakat Jasa Konstruksi.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) terdiri atas:

a. penetapan kebijakan SMEK;
b, penerapan kebjakan SMKEK;

¢,  pemantauan dan evaluasi penerapan SMEEK;
dan

d. pengembangan . . .
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d. pengembangan kerja sama penerapan SMEKEK.

Pcnetapan  kebijakan SMKK  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] huruf a diberikan dalam
bentuk penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria sesuai dengan kewenangannya.

Penerapan  kebijakan SMKK  schbagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam
bentuk:

a. TIasilitasi;
b. konsultasi; dan
c. pendidikan dan pelatihan.

Pemantavan dan evaluasi penerapan SMEKK
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
dilakulcan melalui penilaian terhadap
pelaksanaan  pembinaan dan  pengawasan
penerapan SMEK.

Pengembangan kerja sama penerapan SMKK
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf d
dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK
dalam mewujudkan Keselamatan Konstruksi.

Pasal S4AF

Pemerintah  Pusat melakukan pengawasan
penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan
Konsultansi Konstruksi vang berasal dari
anggaran pendapatan dan  belanja negara
dan/ataun yang memiliki Risiko Keselamatan
Konsliuksi besar.

Gubernur sebagal wakil Pemerintah Pusat di
daerah melakukan pengawasan penerapan
kebijakan SMEKK yang dilakukan oleh perangkat
daerah kabupaten/kota.

{3) Gubernur. . .
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Gubernur melakukan pengawasan penerapan
SMKK  pada Pekerjaan  Konstruksi dan
Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan
yang berasal dari anggaran pendapatan dan
belanfa daerah provinsi dan/atau yang rmemiliki
Risiko Keselamatan Konstruksi sedang.

Bupati/wali kota melakukan pengawasan
penerapan SMEKEK pada Pekerjaan Konstruksi dan
Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan
yang berasal dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan/atau yang
memiliki Risiko Keselamatan Kenstruksi kecil.

Pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan
Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi yang
dilakukean oleh Pcmerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri
berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Pasal 84A.)

Dalam melaksanakan pengawasan penerapan
SMEKK, Pengguna Jasa menyampaikan laporan
penyelenggaraan  pengawasan SMKK  kepada
Menteri,

Dalam melaksanakan pengawasan penerapan
kebijjakan SMKK sebagaimana dimaksud dalam
Pagsal 84Al ayat (2), gubernur sebagai wakil
Pemerintah  Pusat mecnyampaikan laporan
penerapan kebijakan SMKK kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri dengan salinan laporan kepada Menter
yvang mcrupakan satu kesatuan vang tidak
terpisahkan dengan laporan penvelenggaraan
Pemerintah  Daerah provinsi sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam . , .



SK No 077357 A

30.

(3}

(4)

(3)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Dalam melaksanakan pengawasan penerapan
SMEKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AT
ayat (3), gubernur menyampaikan laporan
penerapan SMKK kepada Menteri.

Laporan peneraparn SMEKK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3]
disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu)
tahun sekali.

Pengawasan terhadap penerapan SMXX oleh
Pengouna Jasa terhadap Penyedia Jasa dilakukan
dengan pemeriksaan laporan yang disusun sesuai
dengan format laporan pelaksanaan RKK.

Pasal 84AK

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

.

o oo oo

[
]

3.
X,

penerapan SMKK cleh Pengguna Jasa dan
Penvedia Jasa; .

tata cara penjaminan mutu dan pengendalian
mutu Pekerjaan Konstruksi;

Rancangan Konseptual SMKK;

RKK;

RMPK;

program mufu,

RKPPL,;

RMLLP;

laporan pelaksanaan RKK;

komponen kegiatan penerapan SMEKK; dan

kriteria penentuan iingkat Risiko Keselamatan
Konstruksi,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84A sampai
dengan Pasal 84AJ diatur oleh Menteri.

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 85 . ..
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Paszal 85
Kegagalan Bangunan ditetapkarn oleh Penilai Ahli.

Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
terdiri atas:

4. orang perorangan;
b.  kelompok; atau

¢. lembaga yang diberikan kewenangan untuk
melakukan penilaian dalam hal terjadi
Kegagalan Bangunan.

Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib
bertanggung jawab atas Kepagalan Bangunan
akibat dari tidak terpenuhinya  Standar
Keamanan, Keselamatan, Keschatan, dan
Keberlanjutan dalam penyelenggarasn Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
844G ayat (6).

Penentuan Klasifikasi bangunan dalam
penctapan Kegagalatn Bangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

D1 antara Pasal 85 dan Pasal 86, disisipkan 18
{delapan belas) pasal, yakni Pasal 85A sampai dengan
Pasal 85R sehingga berbunyi sebagai berikut;

(1)

Pasal B5A

Kegagalan Bangunan sebagaimana, dimaksud
dalam Pasal 85 ayat {1) meliputi:

a. keruntuhan bangunan; dan
b, tidak berfungsinya bangunan.
(2) Keruntuhar . .
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Keruntuhan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian
besar atau keseluruhan komponen bangunan
vang rusak dan tidak dapat dioperasikan.

Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b merupakan:

a. tidak sesual dengan vang direncanakan:
dan/fatau

b. tidak dipenuhinya aspek keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Pasal 85B

Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan
merupakan kondisi atau ukuran yvang menjadi
dasar penilaian dan penetapan Kegagalan
Bangunan. -

Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria
vang mencakup:

a. aspek strukitural; dan
b.  aspek fungsional.

Tolok ukur Kegagalan Bangunan digunakan
untuk menentukan tingkat keruntuhan dan/atan
tidak berfungsinya suatu bangunan.

Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sesuai
dengan ketentuan standar Konstruksi,

Pasal 85C

Proses penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan
sebagal berikut:

a. pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan;
b. penugasan Penilai Anli;

¢. pembuatan . .
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¢.  pembuatan perjanjian kerja;

d.  pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan;
dan

e. pelaporan hasil penilaian.

Penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan dengan
cara:

a. pemeriksaan dokumen legalitas dan/atan
perizinan objek bangunan;

identifikasi Kegagalan Bangunan;
investigasi Kegagalan Bangunan;
analisis penyebab Kegagalan Bangunan;

penilaian besaran ganti kerugian;

e oo o

penetapan penanggung jawab Kegagalan
Bangunan; dan '

g.  penyusunan dan periyampaian laporan.

Pasal 85D

Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab
bangunan, dan/atau pihak lain vang dirugikan
akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan
terjadinya suatu Kegagalan Bangunan,

Pelaporan -sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
dilakukan dalam jangka waktu 3 f{tiga) hari
kalender setelah terjadi Kegagalan Bangunan.

Laporan kejadian Kegagalan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

4. nama bangunan;

b.  pemilik dan/atau  penanggung jawab

bangunan;
c. lokasi detail bangunan;
d. jenis kerantuhan dan/atau tidak

berfungsinya bangunan;

e. wakitu . ..
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2. waktu kejadian Kegagalan Bangunan;

f.  foto atau bukti kejadian Kegagalan
Bangunan; dan

g. identitas pelapor.
Laporan kejadian Kegagalan Bangunan
disampaikan kepada LPJK.

Pasal 85E

LPJK meiaksanakan kegiatan:

d.

b.

C.

(1)

(2]

pelatihan Penilaa Ahli;
pencatatan Penilai Ahli; dan

penetapan Penilai Ahll yang terdaftar untuk
penugasan dalam  hal terjadi Kegagalan
Bangunan.

Pzasal 85F

Penilaian terhadap kejadian Kegagalan Bangunan
dapat dilakukan ocleh 1 (satu) atau lebih Penilai
Ahli.

Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat
dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tenaga
pendukung lainnva.

Pasal 835G

Tugas Penilat Ahli dalam penilaian kejadian
Kegagalan Bangunan, melipuii:
a. menetapkan tingkat pemenuhan terhadap

ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan;

b. menetapkan penychbab feradinya Kegagalan
Bangunarn;

c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau
tidak berfungsinya bangunan;

d. menetapkan . . .
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menetapkan pihak yang bertanggung jawab
atas Kegagalan Bangunan yang terjadi;

menetapkan besaran kerugian keteknikan,
serta usulan besarnya ganti rugi yang harus
dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab:

menetapkan jangka waktu pembayaran
kerugian;

melaporkan  hasil penilaiannya kepada
penanggung jawab bangunan dan LPJK
paling lambat 90 (sembilan puluh) Har
terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas;
dan

memberikan rekomendasi kebijakan kepada
Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya
Kegagalan Bangunan.

Pasal 35H

Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib
bekerja secara profesional dan tidak menjadi
baglan dari salah satu pihak. '

Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya

berhak:

a.  berkoordinasi dengan pihek berwenang vang
terkait;

b.  memperoleh kompensasi, perlindungan dan
fasilitas keamanan, keselamatan, dan
kesehatan kerja dari pemberi tugas;

¢c. menghentikan kegiatan investigasi dan

penelitiannya, serta segera melaporkan
segala  sesuatu kepada pemberi tagas
mengenai ANCAAn dan gangguan
keamanan, Lkeselamatan, dan keschatan
selama proses kerja;

d. menjelaskan . .
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d. menjelaskan baik lisan maupun tulisan,
segala sesuatu penemuan bukti-bukti yang
didapat dari hasil penilaian Kegagalan
Bangunan yang dapat
dipertanggungjawabkan hanya kepada para
pihalk; danfatau

e¢. mendapatkan pelindungan, termasuk
pengawalan bila diperlukan dari pihak yang
berwenang untuk memasuki lokasi kejadian
dalam segala kondisi.

Pasal 851

Penilai Ahli berwenang:

.

b.

melakukan koordinasi dengan pibak-pihak terkait
untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;

meminta data yang diperlukan;

melaltukan pengujian yang diperlukan; dan
memasuki lokasi pekerjaan tempat terjadinya
Kegagalan Bangunan.

Pasal 85.J

Penilai Ahli wajib memenuhi kriteria sebagai berikul:

.

b.

warga negara Indonesia dan berdomisili di dalam
wilayah Indonesia;

memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, Konstruksi
pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesual
dengan Klasifikasi produk bangunan yang
mengalami kegagalan dengan sublkualifikasi
paling kurang ahli madya dan/atau insinyur
profesional madya;

mempunyal pengalarnan kerja sebagai perencana,
pelaksana, dan/atau  pengawas pada Jasa
Konstruksi sesual dengau Klasifikasi dari
bangunan yvang mengalami Kegagalan Bangunan
paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;

d. mampu . ..
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mampu bekerja secara profesional, jujur, objektif,
dan independen; dan

mampu menerapkan kode etik dan kode perilaku
Penilai Ahli.

Pasal 83K

Setiap orang yvang telah memenuhi kriteria dan
kompetensi sebagai Penilai Ahli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85J wajib mengilouti
pelatihan Penilal Ahli dan dinyatakan lulus uji
terkait kompetensi Penilal Ahli.

Penilai Ahli  yang dinvatakan lulus uji
sebagaimana dimalksud pada ayvat (1) diberikan
sertifikat Penilal Ahli dan dicatat oleh LPJOK
mclaini  Sistemm  Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi.

Daftar hasil pencatatan Penilai Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) harus dilaporkan berkala
kepada Menterd. '

Masa berlaku sertiflikail Penilai Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima} Lahun.

Sertifileat Penilai Ahli dapat dicabut alau Penilai
Ahli dapat diberhentikan, apabila:

a. meninggal dunia;

b, mengundurkan diri dengan mengajukan
surat penpunduran diri yang ditandatangani
disertai meterai culcup;

¢.  melanggar kode etik dan kode perilaku;
dar fatau

d. melakukan tindak pidana yang telah
mendapat putusan  pengadilan  yvang
berkekuatan hukum tetap.

Pasal 85L . ..
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Pasal 85L

Penugasan Penilal Ahli sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 85C ayat (1) huruf b dilakukan
berdasarkan:

a. laporan kejadian Kegagelan Bangunan dari
Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab
bangunan, dan/atau pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85D ayat (1) kepada
LPJK; dan

b.  permintaan Menteri kepada LPJK.

Penugasan Penilai Ahli oleh LPJK ditetapkan
paling lama 30 (tiga puhuh) Hard sejak diterimanya
laporan  ‘mengenai terjadinya  Kegagalan
Bangunan.

Pasal 85M

Penugasan sebagal Penilai Ahli sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 85L ayat {1} ditindaklanjuti
dengan perjanjian kerja penilaian ahli antara
Pengguna Jasa atau pemilik/penanggung jawab
bangunan dengan Penilai Ahli.

Perjanjian kerja scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:

4. nama dan alamat lengkap para pihak;
b.  lingkup penugasan;

¢.  waktu pelaksanaan penugasan;

d. biaya pelaksanaan penugaéan ;

e. penanggung jawab bilaya pclaksanaan
penugasan; dan

f. tanda tangan para pihak.
Pasal 85N . | .
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Pasal 85N

Hasil pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan
ditvangkan dalam laporan  hasil  penilaian
Kegagalan Bangunan.

Laporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri, LPJK, dan
Pengguna  Jasa/pemilik/pcnanggung jawab
bangunan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari
terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas.

Hasil penilaian Kegagalan Bangunan oleh Pemlai
Ahli bersifat final dan mengikat.

Pasal 850

LPJK melakukan pembinaan Penilai Ahli yang
meliputi pemberdayaan dan pengawasan.

Pemberdayaan sebagaimansa dimaksud pada ayat
(1) meliputi pelatihan dan pengembangan
kompetensi Penilai Ahli.

Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pemantauan, evaluasi, dan penmiberian
sanksi terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan, scrta kode etik
dan kodc perilaku Penilai Ahli.

Pasal 85P

Penilai Ahli dalam menjalankan tugas penilaian
ahli wajib memenuhi ketentuan kode etik dan
kode perilaku Penilai Ahli.

Kode etik Penilai Ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. mengutamakan Keselamatan Konstruksi dan
menerapkan Standar Keamanan,
Keselamatan, Keschatan, dan Keberlanjutan;

b. bekerja . . .
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bekerja secara berkeahlian sesuai dengan
kompetensinya;

dalam menjalankan tugas bersilat mandiri
dan bertanggung jawab atas objcktivitas dan
kebenaran hasil investigasi;

bertanggung jawab berdasarkan prinsip-
prinsip kcahlian sesuai dengan kaidah
keilmuan, kepatutan, dan kejujuran
intelektual;

menghindari terjadinya pertentangan
kepentingan  dalam  tanggung  jawab
tugasnysa; dan

memegang tegith kehormatan, integritas, dan
martabat profesi.

Kode perilaku Penilai Ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

£l

dalam melaksanakan tugas profesinya wajib
melindungi kepentingan masyvarakat luas di
atas kepentingan pihak-pihak lain;

harus mengutamakan kepentingan bangsa
dan negara di atas Kkepentingan pribadi
maupun golongarn;

memanfaatkan sumber daya secara optimal
dan efisien; '

mengikuti kemajuan, perkembangan ilmu
pengetahuan dan keterampilan di bidang
profesinya;

mencurahkan segala perhatian,
kemampuan, pengetahuan, kepandaian, dan
pengalaman yang ada padanya untuk
penyelesaian Lugas;

f. bersifat . . .
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bersifat  jujur tentang keahlian dan
kemampuannya dan tidak akan menerima
tugas pekerjaan i luar keahlian dan
kemarnpuannya;

memenuhi janjinya dalam rmenyelesaikan
tugas yang dipercayakan dan menjadi
tanggung jawabnya;

menolak  suatu  penugasan yang dapat
menimbulkan pertentangan kepentingan
dengan pemberi tugas, masyarakat, dan
lingltngan; '

menyampailkan laporan secara jujur dan
objektif berkaitan dengan tugasnya kepada
pemberi tugas; dan

tidak boleh menerima mbalan atau
honorarium di luar ketentuan atau
perjanjian kontraktual yang berlaku.

Fasal 850

Sanksi terhadap Penilai Ahli meliputi pelanggaran
kode etik dan/atau kode perilaknu Penilai Ahli.

Jenis sanksi sebagaimaria dimaksud pada ayat (1)
berupa sanksi administratif,

Pasal 85R

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegagalan Bangunan
dan Penilai Ahli diatur clch Menteri.

Ketentuan ayat {2) Pasal 97 diubah sehingga berbunyi
sebagail berikut: '

Pasal 97 . ..
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Pasal 97

{1} Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh:

a.

Pemerintah Pusat kepada penyelenggara
Pemerintahan Daerah provinsi dan
Masyarakat Jasa Konstruksi;

Pemerintahan . Daerah provinsi kepada
Masyarakat Jasa Konstruksi; dan

Pemerintahan  Daerah  kabupaten/kota
kepada Masyarakat Jasa Konstruksi,

(2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.
b.

.

L

h

sl

[

i

k.

asosiasi perusahaan;
Asosiasi Profesi;

lernbaga pendidikan dan pclatihan  kerja
Konstruksi;

Pengguna Jasg;

Penyedia Jasa;

perguriian tinggi/pakar;

pelak rantai pasok;

Tenaga Kerjﬁ Konstruksi;

pemerhati Konstruksi;

lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan

pemanfaat produk Jasa Konstriksi.

33. D antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 {satu)
pasal, yakni Pasal 123A sehingga berbunyi sebagai

berilout:

SK No 077369 A
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Pasal 123A

Dalam melakukan pengawasan penerapan SMKK
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 84AT ayat (5),
Menteri menelapkan  komite Keselamatan
Konstruksl vang bertugas membantu dalam
penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi,

Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketua;

b. sckretaris;
c. bidang; dan
d. sekretariat.

Sitrukiur  komite Keselamatan Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] ditetapkan
oleh Menteri.

Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi:

&  melaksanakan pemantauan dan evaluasi
Pckerjaan Konstruksi yang diperkirakan
memiliki Risiko EKeselamatan Konstruksi
besar dan sedang;

b. melaksanakan mvestigasi Kceelakaan
konstruksi;

¢. memberikan saran, pertimbangan, dan
rekomendasi kepada Menteri berdasarkan
hasil pemantauan dan evaluasi Pekerjaan
Konstruksi dengan Risiko Keselarmatan
Konstruksi besar dan sedang dan/atau
investigasi Kecelakaan Konstruksi untuk
mewujudkan Keselamatan Konstruksi: dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Ilenteri.

(5) Komite . .,
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(0} Komite Kesclamatan Konstruksi sebagaimana

{7}

dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan
sebagai berikut:

a. memasuki tempat kerja Konstruksi;
b.  memnta keterangan dari pihak terkait;

c. meminfa data yang berhubungan dengan
lugas komite; dan

d. meclakukan koordinasi dengan pihak terkait
Keselamatan Konstruksi.

Bidang sebagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf ¢ terdiri atas koordinator dan anggota
sesuai dengan bidangnya,

Bekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d terdiri atas koordinator dan anggota.

Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 150A schingga berbunyi sebagai
berikoat:

Pasal 150A

Ketentuan lchih rinci mengenai:

a

. kombinasi dan kodifikasi jenis sumber daya

peralatan Konstruksi dan nomor pengenal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C ayat (7);

.rinclan persyaratan kompetensi khusus Tenaga

Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28B ayat (1) huruf b;

. subklasifikasi untuk setiap Klasifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2);

format  surat  permohonan, salinan  daftar

pengalaman kerja, sural pernyataan tenaga kerja
pendamping warga negara Indonesia, surat
pernyataan sehagaimatia dimaksud dalam Pasal
28H ayat (2). Pasal 29B ayat (1}, ayat {2]), dan
ayat (3);

e, formal .
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format penetapan penyetaraan kompetensi
Tenaga Kerja Konstruksi asing dan
penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga
Kerja Konstruksi asing dengan
ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28J ayat (3) dan ayat (4);

besaran dan bobot penilaian dan penctapan
satuan kredit pengembangan keprofesian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29%;

struktur organisasi LSBU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41D ayat (1);

kode elik profési sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41J;

Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 410 ayat (1) menggunakan format;

rincian persyaratan Akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42G ayat (1);

alur  tata cara  Akreditasi  asosiasi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 42H
ayat [i); dan

tata cara penilaian kinerja sesaat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini,

35. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi
scbagai berikut: '

{1)

Pasal 152

Bupati/wall kota mengenakan sanksi peringatan
tertulis dan denda administratif kepada usaha
orang perseorangan yang tidak memiliki perizinan
berusaha di wilayah masing-masing,

(2] Besaran . . .
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Besaran nilai denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 1% (satu
persen) dari semua nilai Kontrak.

Apabila dalam jangks waktu 30 (tiga puluh) Hari
sejak  pengenaan sanksi  peringatan  tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha
orang persecrangan yvang tidak dapat memenuhi
salah satu kewajiban berupa kepemilikan
perizinan berusaha dan pembayaran denda
administralif, dikenai sanksi penghentian
gementara keglatan layanan Jasa Konstruksi
hingga terpenuhi kewajiban.

Ketentuan Pasal 153 diubah sehingea berbunyi

sebagal berikut;
Pasal 153
(1] Bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan

(2)

(3)

tertulis dan denda administratif kepada badan
11saha yang tidalk memiliki perizinan berusaha di
wilayah masing-masing.

Besaran nilai denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10%
{sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.

Apabila dalam jangka waktu 30 {tiga puluh) Hari
sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis
sebagaimana dimaksuid pada ayat {1}, badan
usaha yang tidak dapat memenuhi salah satu
kewajiban  berupa  kepemilikan  perizinan
berusaha dan pembayaran denda administratif,
dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan
lavanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi
kewajiban.

Ketentuan Pasal 154 dimubah schingga berbunyi
sebagal berikut:

Pasal 154 . ..
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Pasal 154

Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis
dan denda administratif kepada badan usaha
asing berbadan hukum Indonesia yang dibentuk
dalam rangka kerja sama modal vang tidak
memiliki perizinan berusaha.

Besaran nilai denda admuinistratif sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dikenai sebesar 10%
[sepulub persen) dari seniua nilai Kontrak.

Apabila dalam jangka wakitz 30 (tiga puluh) Hari
sgjak pengenaan sanksi peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan
usaha asing berbadan hulum Indonesia yang
tidak memiliki perizinan berusaha atau tidak
membayar denda administratif, dikenai sanksi
penghentian sementara kegiatan layanan Jasa
Konstruksi hingga terperiuhi kewajiban,

gntara ketentuan Pasal 154 darn Pasal 155

disisipkan 2 (dua] pasal, vakni Pasal 154A dan Pasal
154B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2]

Pasal 1544

Menteri atas rekomendasi LPJK mengenakan
sanksl peringatan tertulis kepada LSBU yang
tidak lagi memcnuhi persyaratan dan/atau
melaksanakan kewajibannya.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
terculis, L3BU tidak dapat memenuhi persyaratan
dan/atau melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
dikenaltan sanksi pembekuan Lisensi.

(3) Apatila . . .
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Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh} Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
LSBU tidak memenuhi persyaratan dan/atau
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan
Lisensi,

Pzasal 1548

Menteri atas rckomendasi LPJK mengenakan
sanksi peringatan tertulis kepada L3P yang tidak
lagi memenihi persyaratan dan/atau
melaksanakan kewajibannya.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis, LSP tidak dapat memenuhi persyaratan
dan/atau melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] maka
Menteri menyampaikan rekomendasi penghentian
sementara  Lisensi LSP  kepada lembaga
independen yang mempunyai tugas
melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
Lisensi sebagaimana dimaksud pada avat (2), LSP
tidak memenuhi persyaratan dan/atau
melaksanakan kewajiban seiagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka Menteri menyampaikan
rekomendas] pencabutan Lisensi LSP kepada
lembaga independen yang mempunyai tugas
melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

antara ketentuan Pasal 1537 dann Pasal 158

disisipkan 1 (satu] pasal, yakni Pasal 157A sehmgga
berbunyi sebagai berilkut:

(1)

Pasal 157A

Dalam hal asosiasi terbukti tidak lagl memenuhi
syarat status Akreditasi yang ditetapkan, Menteri
memberikan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi . .
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
gyvat (1} berupa:

a. peringatan teriulis;
b.  pembekuan status Akreditasi; dan
¢. pencabutan status Akreditasi asosiasi.

Asoslasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi
terakreditast dikenai sanksi administratif berupa
peringatan tertulis dalam hal Asosiasi Badan
Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi
melakukan  pelanggaran atas kewajiban
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 42.J ayat (2).

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
Asosiasl Badan Usaha dan Asosiasi Profesi
terakreditasi tidak menjalankan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ayat (2],
Asosiasi Badan Usaha dan Asocsiasi Profesi
terakreditasi  dikenai  sanksi  pembekuan
Alzreditasi.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi
terakreditasi  tidak - menjalankan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42J ayat (2),
Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi
terakreditasi  dikenai sanksi  pencabutan
Akreditasi.

Ketentuan Pasal 161 dinbah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 161 ...
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Pasal 161

Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan pengawasah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 129 dan Pasal
132, mengenakan sanksi peringatan tertulis dan
sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa
Konstruks:t kepada Pengguna Jasa vyang
menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi
untuk pembangunan kepentingan umum tanpa
melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik
schagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).

Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa
melalui Tender atau Scleksi, atau katalog
clektronik.

Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi
sebagai berilaat:

(1)

(2)

Pasal 163

Menteri, gubernur, atau bupatifwali kota
mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada
Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang
tidak memenuhi Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatann, dan Keberlanjutan.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh} Hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa
tidak memulai tindakan perbaikan untuk
memenuhi  Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan,, dan Keberlanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi
denda administratif dan penghentian sementara
kegiatan Konsiruksi.

{3) Besaran . . .
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Besaran denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) sebesar 5% (lima persen)
dari nilai pekerjaan yang (iduk sesuai dengan
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender scjak pengenaan sanksi penghentian
sementara kegiatan Konstruksi sebagaimana
dimmaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah
memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan, maka  sanksi penghentian
sementara  dicabut dan  Penyedia  Jasa
melanjutkan kegiatan Konstruksi.

Apabila dalam jangka wakiu 30 (tiga puiuh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan dan tidak membayar denda
administratif maka dikenakan saniksi
pencantuman dalam dafiar hitam.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh] Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman
dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada
avat (3), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
dikenakan  sanksi pembekuan  perizinan
berusaha.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender scjak pengenaan sanksi pembekuan
perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penvedia
Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk
memenuhi Standar Keamanan, Keselamaian,
Keschatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi
pembekuan perizinan berusaha dicabut.

(8) Apabila . . .
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Apabila dalam jangka walktu 30 [tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksl pembekuan
perizinan bcrusaha Bidang Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia
Jasa tidak memcnuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi
pencabutan perizinan berusaha.

Kelentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikul:

(1)

(2)

(3}

(4}

Pasal 164

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada
Penyedia Jasa dan/atan Pengguna Jasa yvang
tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau
persetujuai.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa
tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau
persetiyuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maksa dikenakan sanksi denda administratif dan
penghentian sementara kegiatan layanan Jasa
Konstruksi.

Besaran denda  adminisiratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen)
dari nilai Kontrak.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi penghentian
sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, Penyedia
Jasa telah memcnuhi ketentuan pengesahan atau
persellijuan, maka sanksi penghentian sementara
dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan
layanan Jasa Konstruksi.

(3} Apabila . . .
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Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan saonksi denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
{(2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan
pengesahan atau  persetujuan dan  tidak
membayar denda administratif maka dikenalkan
sankst pencantuman dalam daftar hitam.

Apabila dalam jangka wakitu 30 (tiga puluh) Hari
kailender sejak pengenasm sanksi pencantumarn
dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada
ayat (3], Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan
pengesahan atau persetujuan maka dikenakan
sanksi pemhbekuan perizinan berusaha.

Apabila dalam jangka waktu 30 (liga puluh} Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (0}, Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan
pengesahan atau persetujuan maka sanksi
pembekuan perizinan berusaha dicabut.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender secjak pengensan sanksi pembekuan
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (0], Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan
pengesahan atau persetujuan maka dikenakan
sanksl pencabutan perizinan berusaha dan
pencabutan Sertifikat Badan Usaha.

Di antara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan 1 (satu)
pasal, yaknl Pasal 168A schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pzsal 1684 . ..
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Pasal 168A

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda
administratifl kepada Tenaga Kerja Konstruksi
yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi vang
memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
yang tidak berpraktik sesuwai dengan standar
kompetensi kerja nasional Indonesia, standar
internasional, dan/atau standar khusus.

Besaran nilai denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10
(sepulub} kali upah minimal Tenaga Kerja
Konstruksi tersebut.

Apabila dalam jangka waktu 20 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis dan denda administratif, Tenaga Kerja
Konstruksi tidak membayar sanksi denda
administratif dan memperbaiki praktiknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
maka dikenai sanksi pembekuan Scrtifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan
peraiuran perundang-uindangan.

Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi
pembekuan  Sertifikat  Kompetensi  Kerja
Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat {2) maka sanksi dicabut
dan melanjutkan  kegialan layanan Jasa
Konstlruksi.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
Sertiikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga
Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda
administratif dan . memperbaiki praktiknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
maka dikenai sanksl pencabutan Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(6} Tenaga . . .
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Tenaga Kerja Konstruksi yvang dicabut Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) harus melakukan
permohconan baru Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi paling cepat dalam waltu 3 (tiga)
tahun.

44. Diantara Pasal 176 dan Pasal 177 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 176A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 176A

Pada_saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.

SK No 077382 A

LPJK yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya,
tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

pengurus LPJK yang ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi tetap menjalankan tugas LPJK
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sampai
berakhirnya masa jabatan;

pelaksanaan  Akreditasi Asosiasi yang telah
dilalkukan sampai dengan tahap verifikasi dan
validasi berkas asosiasi berdasarkan peraturan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi, - masih tetap dilaksanakan
sampai dengan selesainya seluruh  proses
Akreditasi asosiasi; :

LSP yang telah beroperasi melaksanakan
penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja
Konstruksi harus  melakukan  permohonan
rekomendasi Lisenst kepada Menteri melalui LPJK
sesual  dengan ketentuan - dalam Peraturan
Pemerintah iri;

e. konversi . .
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konversi jenjang Kualifikast jabatan pada
Sertifikat Kompelensi Kerja Konstruksi dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan;

proses pecngadaan  barang/jasa  pemerintah
menggunakan informasi Sistemn Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi paling lambat 1 (satu)
tahun  sejak  Peraturan  Pemerintah  ini
diundangkan;

pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan
sampai dengan tahap perencanaan atau tahap
persiapan, tetap harus menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;

pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan
sampal dengan tahap pelaksanaan berdasarkan
peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruizksi, masih tetap
dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh
kegiatan Jasa Konstruksi;

pengadaan pekerjaan rancang dan  bangun
(design and build) vang. telah dilakukan sampai
dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan
berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah WNomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tetap harus
menyesuaikan  dengan  ketentuan  dalam
Peraturan Pemerintah ini:

pengadaan pekerjaan rancang dan bangun
(design and build) vang telah dilakukan sampad
dengan tahap pelaksanaan berdasarkan
peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi, masih tetap
dilaksanakan sampal dengan selesainya seluruh
kegiatan Jasa Konstruksi; dan

k. Dalam . ..
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k. Dalam hal Asocsiasi Profesi tcrakreditasi dan
lembaga pendidikan dan pelatihan  kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
telah membentuk LSP yang telah mendapatkan
Lisensi dari lembaga independen yang mempunyai
tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja
sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan,
tetap dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi
Kerja di bidang Jasa Konstruksi dengan
menyampaikan permohonan pencatatan kepada
Menteri yang dilengkapi dengan:

1. surat penctapan Akreditasi Asosiasi Profesi
oleh Menteri yang masih berlaku atau izin
pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda
daftar lembaga pelatihan kerja vang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang
sesual dengan peraturan perundang-undangan;

2. skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja
bidang Jasa Kenstruksi sesuai Lisensi;

3. ketersediaan asesor scsuai subklasifikasi
layanan Lisensi;

4. sarana dan prasarana, tempat uji kompetensi
sesual dengan skema sertifikasi yang dimiliki;
dan :

5. ruang lingkup Lisensi LSP.

45. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 1 {satu)
pasal, yakni Pasal 178A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal I78A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlakuy,
semua  ketenluan pelaksanaan dari  Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang. Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494),
tetap berlaku scpanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini,
Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tid.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengarn aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TARUN
2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
investasi, mencipiakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka
penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta
mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
dengan tujuan uniuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal
rersebut Pemerintah Pusat telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai langkah kebijakan strategis untuk
menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan Investasi,
mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan
melalui pengaturan terkait peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan
kegiatatn berusaha paling sedikit memual pengaturan mengenai:
penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan
herusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Sektor Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dari pekerjaan umum
dan perumahan rakyat harus menyesuaikan dengan cita-ctta dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya dengan
menyesuaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja mengubah beberapa substansi dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 vaitu terkait tanggung jawab dan kewenangan serta
perizinan berusaha, penetapan bentuk dan Kualifikasi usaha, sertifikasi dan
registrasi badan usaha, registrasi pengalamav  badan usaha,
Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi, perizinan berusaha bagl lembaga
pendidikan dan pelatihan kerja, regisirasi dan tata cara pemberian tanda
daftar pengalaman profesional, penyelenggaraan scbagian kewecnangan
Pemerintah Pusat, dan sanksi.

FPeraturan . . .
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Peraturan Pemerintah imi disusun unfuk menindaklanjuti Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan melakukan
beberapa perubahan dan inovasi, Perubahan dan inovasi meliputi
penyederhanaan proses bisnis persyaratan usaha, dimana permchonan
pemenuhan persyaratan berusaha waitu nomor induk berusaha dan
sertifikat melalui satu pintu yaitu Online single submission (088). Perkuatan
peran Masyarakat Jasa Konstruksi dimana Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
menyelenggarakan Sertilikasi Kompetensi Kerja dan Lembaga Sertifikasi
Badan Usaha [L3BU) menyelenggarakan sertifikasi badan usaha. Sistem
informasi pada LSP dan L3SBU akan terintegrasi dengan OSS untuk
mempercepat akses data. Integrasi data antarsistem informasi akan
mengoptimalisasi penggunasn data yang valid, akurat, mutakhir, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.
Konsolidasi kompetensi kerja Konstruksi yang diterbitkan oleh L8P terlisensi
oleh lembaga independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan keprofesian untuk diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi. Perkuatan penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan dan
Standar Keamanan, Keselamatan, Keschatan, dan Keberlanjutan Kenstruksi
dengan adanya kriteria pemenuhan aspek Konstruksi Berkelanjutan pada
setiap tahapan penerapan prinsip Konstruksi Berkclanjutan. Penerapan
SMKK dengan mengintegrasikan keamanan dan Keselamatan Konstruksi,
mutu, dan lingkungan ke dalam norma dokumen Rencana Mutu
Pelaksanaan Kontrak (RMPK}, Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan
dan Pemantavan Lingkungan (RKPPL}, dan Rencana Manajemen Lalu Lintas
Pekerjaan (RMLLP) mentad: bagian dari penerapan SMKEK,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Anglka 2
Pasal &
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 6A
Culkup jelas.
Pasal 6B
Cukup jelas.

Pasal 6C . ..
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Cukup jelas.

Pasal 6D

Cukup jelas.

Pasal 6K

Cukup jelas.

Pasal 6F

Cukup jelas.

Pasal 6G

Cukup jelas.

Pasal 6H

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 6]

Cukup jelas.

Pasal £K

Culkugp jelas.

Pasal 6L

Cukup jelas.

Pasal 6M

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 6P

Culkup jelas.

Pasal 6Q) . . .
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Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 6R
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 6T
Cukup jelas.
Pasal 6U
Cukup jelas.
Pazal 6V
Cukup jelas.
Pazal 6W
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Anglka 4
Pasal 8
Cukup jelas.
Angla 5
Pasal 9
Cukup jelas.
Angka &
Pasal 11
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka & . ..
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Angka 8
Pasal 20 _
Cukup jelas.
Angka ©
Pasal 22
Cukup jelas.
Angira 10
Pasa! 26A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Sumber daya material dan peralatan Konstruksi
yang digunakan pada Pekerjaan Konstruksi
tercalat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi melalui aplikasi informasi material dan
peralatan Konstruksi.
Ayat {3)
Cukup Jelas.
Pasal 26B
Cukup jelas,
Pasal 26C
Cukup jelas,
Pasal 26D
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Culkup jelas.
Ayat (3)

Culup jelas.
| Ayat |4} . . .
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Penetapan  Klasifikas:, subklasifikasi, dan
Kualifikasi ini bertujuan untuk:

penyelarasan pengaturan jabatan Tenaga
Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli,
Jabatan teknisi/analis dan jabatan operator
dengan  kerangka  Kualifikasi nasional
Indonesia;

penentuan persyaratan kompetensi Tenaga
Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli,
jabatan teknisi/analis dan jabatan operator
sesuai linglup usaha Konsultansi Konstruksi
dan/atau Pekerjaan Konstruksi dari masing-
masing subkualifikasi; dan

pembagian Klasifikasi dan subklasifikasi
Tenaga Kerja Konstruksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Anglea 12

SK No 077391 A

Pasal 28A

Cukup jelas.

Pasal 28B

Cukup jelas.

Pasal 28C

Cukup jelas.

Pasal 25D

Cukup jelas.

Pasal 28E

Cukup jeilas.

Pasal 28F

Cukup jclas.

Pasal 258G

Cukup jelas,

Pasal 28H . . .



Pasal 28H

PRESIDEN
REPLIBLIK INDONESIA

-7

Cukup jelas.

Pasal 281

Culcup jelas.

Pasal 28J

Cukup jelas.

Pasal 28K

Cukup jelas.

Angka 13

SK No 077392 A

Pasal 29A

Cukup jelas.

Paszal 29B

Cukup jelas.

Pasal 29C

Cukup jelas.

Pasal 29D

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jerils  kegiatan  pengembangan  keprofesian
berkelanjutan terdiri atas:

el.

kegiatan pengermbangan keprofesian
berkelanjutan terverifikasi yaitu kegiatan
pengembangan keprofesian  berkelanjutan
vang memenuhi tata cara pendaftaran
penyelenggara, tata cara pengajuan, dan
pelaporan kegiatan pengembangan
keprofesian berkelanjutarn; dan

kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan tidak  terverifikasi, yang
mcliputi:

1. kegiatan . . .
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1. kegiatan vyang diselenggarakan oleh
penyelenggara kegialan pengembangan
keprofesian berkelanjutan, namun tidak
memenuhi tata cara sebagaimana
dimaksud pada huruf a. kegiatan

pengembangan keprofesian
berkelanjutan  jenis ini dibedakan
menjadi:

a) kegiatan dengan  penyelenggara
kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan yang dapat diverifikasi
dan divalidasi; dan

b} kegiatan  dengan penyelenggara
kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan yang tidak dapat
diverifikkasi dan divalidasi,

2. kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan yang dilakukan secara
mandiri oleh tenaga ahli.

kegiatan  pengembangan  keprofesian

berkelanjuitan terdiri atas:

a.

Huruf d

kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan umum yaitu kegiatan yang
materinya tidalk sesual dengan kompetensi
keahlian yang  bersangkutan, namun
menunjang  pengembangan  keprofesian
berkelanjulan tenaga ahli; dan

kegiatan pengembangan keprefesian
berkelanfutan khusus yaitu kegiatan yang
materinya  sesuai  dengan  kompetensi
subklasifikasi tenaga ghli.

Metode pelaksanaan kegiatan pengembangan
keprofesian  berkelanjutan dapat dilaksanakan
secara;

a.
b.

luring (offline); dan
daring {onfine).
Pasal 29E . ..
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Pasal 2%E

Cukup jelas.
Pasal 29F

Cukup jelas.
Pasal 29G

Culaap jelas.
Pasal 29H

Culkup jelas.
Pagal 291

Culkup jelas.
Pasal 29J

Culkup jelas.

Anghka 14

Pasal 30

Cukup jelas.

Anglka 15

Pasal 30A

Cukup jelas.
Pasal 30B

Culup jelas.
Pasal 30C

Cukup jelas.
Pasal 30D

Cukup jelas.
Pasal 30E

Culup jelas.
Pasal 30F

Cukup jelas.
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Pasal 30G
Cukup jelas.
Pasal 30H
Cukup jelas.
Pasal 301
Cukup jelas.
Pasal 30J
Cukup jelas.
Pasgal 30K
Cukup jelas.
Pasal 30L
Cukup jelas.
Pasal 30M
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 41
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Cukup jelas.
Ayat {3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayal (5)

Yang dimaksud dengan “standar persyaratan
untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa”
antara lain ISO/IEC 17065: 2012.

Anglka 17 ...
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Angka 17

Pasal 41A

Cukup jelas.
Pasal 41B

Cukup jelas,
Pasal 41C

Cukup jelas.
Pasal 41D

Cukup jelas.
Pasal 41E

Cukup jelas.
Pasal 41F

Personel pelaksana memenuhi kriteria umum sebagai
berikut:

a. memiliki pengetahuan regulasi tentang Jasa
Konstruksi terutama terkait perizinan badan usaha
Jasa Konsiruksi, sertifikasi badan usaha, dan
pencatatan badan usaha Jasa Konstruksi;

b. memiliki  pengetashuan tentang tata kelola
administrasi dan keuangan;

¢.  berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau
Diploma Empat (D-IV) untuk ketua wunsur
pelaksana dan paling rendah Diploma Tiga (D-11I)
untuk anggota;

d. memiliki kompetensi sesuai jenis usaha Pekerjaan
Konstruksi, Jasa Konsultansi Konstruksi, dan
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi serta Klasifikasi
dan subklasifikasinya; dan

c.  memiliki pengalaman di bidang Jasa Konstruksi
paling sedikit 7 {tujuh) tahun.

Personel pelaksana memenuhi kriteria khusus sebagai
berikut:

a. bersedia . . .
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C.

d.

=

Huruf a

Huruf b
a.
b.
C.
d.
a.
k.

Huruf c
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bersedia menandatangani palkta integritas sebagai
kormitmen menjaga proses sertifikasi;

mampu bersikap adil dan transparan;
tidak merangkap sebagai pcngurus LPJK;
bukan bagian dari sekretariat LPJK; dan

bekerja penuh walitu.

Cukup Jelas.

Koordinator administrasi mempunyai tugas:

memfasilitasi penyusunan ‘rencana dan
anggaran,

mclakulkan pelaksanaan urusan
administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan, administrasi aset, tata persuratan
kearsipan kerumahtanggaan;

melakukan pengelolaan data dan informasi; dan

menyusun laporan  keglatan Lembaga
Sertifikasi Badan Usaha.

Koordinator administrasi membawahi:

kepala urusan tata usaha; dan/atau
kepala urusan informasi sertifikasi.

Koordinator sertifikasi mempunyai tugas meliputi:

a.
b.
C.

Z.

menyvusun skema sertilikasi;
menyusun pengembangan skema sertifikasi;

mengusiikan . penambahan layvanan
Klasifikasi dan subklasifikasi;

menyiapkan perangkat penilaian kelayakan
badan usaha;

melaksanakan kegiaian sertifikasi badan
usaha; " :
melakukan pemilihan ascsor badan usaha;
dan

melaksanakan pemeliharaen  kompetensi
asesor badan usaha.

Koordinator sertifilcasi membawahi:

a. kepala . ..
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a. kepala urusan standardisasi; dan
b. kepala urusan sertifikasi.
Huruf d
Koordinator manajemen mutu mempunyai tugas
meliputi:
4. menyusun panduan mutu dan prosedur
operasi standar;

b. mengembangkan dan menerapkan sistem
manajcmen mutu LSBU;

¢. memelihara sistem manajemen mutu sesuai
dengan standar dan pedoman yang berlaku;
dan

d. melakukan audit internal dan memfasilitasi
kaji nlang manajemen LSBU.

Koordinator manajemen mutu membawahi;
a. kepala urusan sistem manajemen mutu; dan
b. kepala urusan audit internal,
Pasal 41G
Cukup jclas.
Pasal 41H
Cukup jelas.
Pasal 411
Cukup jelas,
Pasal 41J
Cukup jelas.
Pasal 41K
Culoup jelas.
Pasal 41L
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) , ..
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Ayvat (2]

Cukup jelas.
Ayat {3)

Pasal 41M

Yang dimaksud dengan pedoman manajemen
LSBU antara lain dokumentasi sistenm manajemen
umum berupa panduan, kebijakan, tugas pokok,
dan fungsi LSBU, pengendalian dokumen,
pengendalian rekaman, tinjauan manajemen, audit
internal, tindakan korektif, dan tindakan
pencegahan.

Cukup jelas.

Pasal 41N

Cukup jelas.

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 41F

Cukup jelas.

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 41R

Culkup jelas.

Angka 18

TT399 A

Pasal 42A

Culaap jelas,

Pasal 42B

Cukup jelas.

Pasal 42C

Cukup jelas.

Pasal 42D

Cukup jelas.

Pasal 42F . ..
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Pasal 42K

Cukup jelas.

Pasal 42F

Cukup jelas.

Pasal 42G

Cukup jelas.

Pasal 42H

Cukup jelas.

FPasal 421

Culkup jelas,

Pasal 424

Cukup jclas.

Pasal 42K

Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 43

Cukup jelas,

Angka 20
Paszal 51A

Cukup jelas.

Anglka 21
Pasal 59

Cukup jelas.

Anghka 22
Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 64

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 70B

Cukup jelas.

Pasal 70C

Culaap jelas.

Pasal 70D

Cukap jelas.

Pasal 7OE

Cukup jelas.

Pasal 70F

Cukup jelas.

Pazal 70G

Cukup jelas.

Pasal 7OH

Culcap jelas,

Angka 25
Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 74A

Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 77

Cukup jelas.

Angla 28
Pasal 84

Cukup jelas.
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Pasal 84A

Cukup jelas.

FPasal 84B

Cukup jelas.

Paszal 840

Cukup jelas.

Pasal 84D

Cukup jelas.

Pasal 84E

Cukup jelas.

Pasal 84F

Cukup jelas.

Pasal 284G

Cukup jelas.

Pasal 84H

Culkup jelas.

Pasal 841

Cukup jelas.

Paszl 84.)

Cukup jelas.

Pasal 84K

Cukup jelas.

Pasal 84L

Cukup jelas.

Pasal 84M

Cukup jelas.

Pasal 84N

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 84PF

Cukup jelas.

Pasal 840

Cukup jelas,

Pasal B4R

Cukup jelas,

Pasal 848

Cukup jelas.

Pasal 84T

Cukup jelas.

Fasal 840

Culkup jelas.

Pasal 84V

Cukup jelas.

Pasal 84W

Cukup jelas.

Pasal 84X

Cukup jelas.

Pasal 84Y

Cukup jelas.

Pasal 847

Cukup jelas.

Pasal 84A4A

Cukup jelas.

Pasal 54APR

Cukup jelas.

Pasal 84AC , . .
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Pasal 84AC

Cukup jelas.
Pasal 84A0

Cukup jelas.
Pasal 84AE

Cukup jelas.
Pasal 84AF

Culcup jelas.
Pasal 84AG

Cukuyp jelas.
Pasal 84AH

Cukup jelas.
Pasal 84Al

Cukup jelas.
Pasal 84AJ

Culcup jelas.
Pasal B4AK

Culkup jelas.

Anglka 30

Pasal 85

Cukup jelas.

Angla 31
- Pasal 85A

Cukup jelas.
Pasal 85B

Cukup jelas.
Pasal 85C

Cukup jelas.
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Pasal 85D

Cukup jelas.
Pasal 85E

Cukup jelas.
Pasal 85F

Cukuyp jelas.
Pasal 853G

Culaup jelas.
FPasal 85H

Cukup jelas.
Pasal 851

Cukup jelas,
Pasal 85J

Cukup jelas.
Pasal 850K

Cukup jelas.
Pasal 85L

Cukup jelas.
Pasal 85M

Cukup jelas.
Pasal 85N )

Cukup jelas.
Pasal 850

Culaup jelas.
Pasal 85P

Cukup jelas.
Pasal 85Q

Cukup jelas.

Pasal 85R . . .
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Pasal 85R

Culkup jelas.

Angka 32
Pasal 27

Cukup jelas.

Angla A3
Pasal 123A

Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 150A

Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 132

Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 153

Cukup jelas.

Anglka 37
Pasal 154

Cukup jelas.

Anglka 38
Pasal 1544

Cukup jelas.

Pasal 154B

Cukup jelas.
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Angka 39
Pasal 15FA
Culap jelas,
Angka 40
Pasal 161
Culoup jelas.
Angka 41
Pasal 163
Cukup jelas,
Angka 42
Pasal 164
Cukup jelas.
Angka 43
Pasal 168A
Cukup jelas.
Angka 44
Pasal 176A
Cukup jelas.
Angka 45
Pasal 178A
Cukup jelas.
Pasal I1
Cukup jelas.
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